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ABSTRAK 

Dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. 

Selain itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan 

demokrasi serta mewakili suara rakyat. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat 

undang-undang, namun lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun 

rencana peraturan, salah satunya yang mendorong pada responsif gender. 

Penelitian ini adalaha penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan 

langsung ditempat (field research), seperti dalam lingkungan masyarakat, di lembaga 

pemerintahan ataupun non pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas, fenomena, 

bahkan gejala yang terjadi secara alamiah dalam bentuk makna yang kompleks dan dinamis. 

Selanjutnya, pendekatan yang dipilih pada penelitian ini yaitu, studi kasus mengenai politik 

perubahan anggota legislatif perempuan. Kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif.  

Penelitian ini menggunakan data primer observasi dan proses wawancara bersama Ibu Eka 

Widyani Latief, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta 10 orang masyarakat Kota Bekasi 

dari berbagai kecamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku mengenai teori peran, 

jurnal peran perempuan dalam politik, data penugasan serta pelaksanaan aspirasi. Kemudian 

diolah dan diuraikan secara deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, Peran anggota legislatif perempuan Eka 

Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 

2019-2023. Hal ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai 

upaya perumusan kebijakan. Kemudian, dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka 

Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi 

masyarakat Kota Bekasi. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta 

kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. 

 

Kata Kunci: Peran, Anggota Legislatif, Gender. 
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ABSTRACT 

In the government system, the legislative institution has a very important role in 

forming laws and supervising the implementation of laws. Apart from that, legislative 

institutions also aim to strengthen and maintain democracy and represent the voice of the 

people. The main task of the legislative body is to make laws, but the legislative body also has 

other tasks such as preparing regulatory plans, one of which encourages gender responsiveness. 

This research is field research where data collection is carried out directly on site (field 

research), such as in the community, in government or non-government institutions, as well as 

community organizations. By using qualitative research methods which aim to understand 

reality, phenomena, even symptoms that occur naturally in the form of complex and dynamic 

meanings. Furthermore, the approach chosen in this research is a case study regarding political 

changes in female legislative members. Then it is processed and described descriptively. This 

research uses primary data from observations and an interview process with Mrs. Eka Widyani 

Latief, Bekasi City DPRD staff experts, and 10 Bekasi City residents from various sub-districts. 

Meanwhile, secondary data was obtained from books on role theory, journals on the role of 

women in politics, assignment data and the implementation of aspirations. Then it is processed 

and described descriptively. 

The research results show that the role of female legislative member Eka Widyani Latief 

in encouraging gender responsive policies in Bekasi City in the 2019-2023 period. This is done 

through the role of gender responsive efforts. And its role as a policy formulation effort. Then, 

the impact of the role of female legislative member Eka Widyani Latief in pushing gender 

responsive policies in the 2019-2023 period for the people of Bekasi City. This impact can be 

seen in the attitudes, behavior and policies issued to the people of Bekasi City. 

 

Keywords: Role, Legislative Members, Gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain 

itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta 

mewakili suara rakyat. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat undang-undang, 

namun lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun rencana 

pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga 

legislatif diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskatrinah, 2020). 

Disadari bahwa, legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada 

hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal 

pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan 

responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-

undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai upaya 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. 

Fenomena peran anggota legilatif dalam pembuatan kebijakan. Sebagimana dalam 

penelitian mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Formulasi Peraturan Daerah 

Responsif Gender oleh Kelvin Ramadhan dan Lince Magriasti (2022). Salah   satu   

pembahasan   menarik   mengenai keterwakilan perempuan  di  lembaga  legislatif. 

Keterwakilan  perempuan dalam lembaga legislatif merupakan sebagai bentuk representasi 

keberadaan gender perempuan,  dimana  perempuan  mampu membicarakan  dan  

menindaklanjuti  isu-isu dan perlindungan kepentingan kaum perempuan oleh mereka para 

anggota legislatif perempuan  yang  berasal  dari  kaum  (gender)  mereka. Dalam  mengajukan  

suatu  rancangan  peraturan  daerah,  aleg  perempuan seharusnya menggunakan hak 

prakarsanya dengan mengartikulasikan aspirasi kaum perempuan  dan  merumuskannya  secara  

jelas  sesuai  kebutuhan. Oleh karena itu, keterwakilan aleg perempuan dalam  formulasi  
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kebijakan  responsif  gender  adalah  sebuah  kemutlakan  dan  secara regulasi  juga  telah  

diatur  dalam  kebijakan  afirmatif tentang  30%  keterwakilan politik perempuan sebagai 

standar minimal (Ramadhan & Magriasti, 2022). 

Namun, dibanyak kenyataanya lembaga legislatif selalu identik dengan laki-laki. 

Manifestasi dari maskulinitas dari tuntutan berdasi yang telah ditanamkan sejak lama mewarnai 

lembaga legislatif ini. Ekslusi yang mewarnai perkembangan kelembagaan yang terpusat pada 

laki-laki saja. Menyebabkan pembagian publik dan privat dalam dua ruang serta 

menyingkirkan perempuan ke ruang privat. Perempuan dalam ruang privat yaitu, segala 

aktivitas internal rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami. 

Sehingga minimnya perempuan dalam ruang publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial-politik, ekonomi, hukum. Padahal kaum perempuan mempunyai kepentingan-

kepentingan yang khas dan menuntut untuk diwakili. Kepentingan-kepentingan tersebut 

mengarah pada permasalahan-permasalahan baik atas dasar biologis atau atas dasar sosial 

untuk dicari jalan keluarnya, misalnya dapat melalui pembutaan kebijakan yang responsif 

terhadap perempuan dan gender maupun pembangunan nasional yang ramah terhadap 

perempuan. Oleh sebab itu, pentingnya peran perempuan dalam lembaga legislatif. 

Sejalan dengan hal terserbut, studi peran anggota legislatif perempuan berdasarkan 

penelitian Yuditya Firdauza Yasmin dan Erowati (2019), Nur Rahma Diyani (2019), Lia 

Fauziyyah Ahmad (2020), serta Dhita Kusuma Wardani (2023). Menjelaskan bahwasanya, 

peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis 

yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Kemudian kedudukan peran, 

lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan dalam perwakilan rakyat, tugas 

mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mereka juga 

mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan. Salah satu contoh peran 

yakni, peran DPRD perempuan dalam mengawal kebijakan antara perempuan dan laki-laki 

serta memahami dampak peran DPRD perempuan terhadap fasilitas publik dalam upaya 

pengarusutamaan gender. Serta peran juga berfungsi dalam upaya pemberdayaan. 

Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan 

keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. 
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Sedangkan anggota legislatif sendiri telah banyak dikaji sebelumnya, berdasarkan 

penelitian Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda (2021), Ramlan Darmansyah dan 

Ade Sartika (2021), Ricard Galyani Silaban dkk (2021), Helmi Chandra dan Hendriko Arizal 

(2022), serta Jusri Adi dkk (2022). Menjelaskan bahwasanya, hadirnya perempuan sebagai 

anggota legislatif dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai budaya patriarkhi yang 

telah lama berkembang. Kehadiran perempuan Hindu Bali di lemabga legislatif sebagai 

kegiatan politik memberikan implikasi yang sangat luas seperti halnya memberikan dampak 

pada pendidikan, sosial budaya, kebijakan publik maupun memberikan dampak pada kegiatan 

politik itu sendiri. Serta perempuan dalam lingkup lembaga legislatif membuat kebijakan 

menjadi lebih reponsif terhadap gender. Dimana perempuan dalam lingkup ini mengarah pada 

seberapa jauh kebijakan dapat diubah ataupun dipengaruhi agar dapat sesuai dengan 

kepentingan perempuan. Melalui metode alur kerja analisis gender yaitu Gender Analisys 

Pathway (GAP), yang diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan lebih responsif 

gender di setiap kebijakan. 

Berdasarkan fakta literatur di atas, terdapat kesamaan topik dengan penelitian yakni, 

anggota legislatif Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota 

Bekasi pada periode 2019-2023. Peneliti memfokuskan pada salah satu anggota legislatif pada 

pemilu tahun 2019 sebagai keterwakilan politik perempuan. Data yang dihasilkan dari Pemilu 

tahun 2019, menghasilkan 16% perempuan yang berhasil memenangkan kursi legislatif di Kota 

Bekasi (KPU Bekasi, 2019). Kedelapan perempuan itu adalah Uri Huryati (Golkar), Lilis 

Nurlia (PKS), Evi Mafriningsianti (PAN), Eka Widyani Latif (PKS), Janet Aprilia Stanzah 

(PDIP), Puspa Yani (Gerindra), Murfati Lidianto (Gerindra), dan Aminah (PAN).  Akan tetapi, 

pada penelitian ini memfokuskan salah satu anggota legislatif perempuan saja yakni, Eka 

Widyani Latief, SKM, M.Si., dengan jumlah suara sah sebanyak 8.731. Berasal dari Daerah 

Pemilihan (DAPIL) III untuk wilayah Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, dan 

Kecamatan Mustikajaya. 

Kiprah Eka Widyani Latief dalam dunia politik dimulai sejak masa perkuliahan tahun 1998 

dengan bergabung Partai Keadilan (PK). Eka Widyani Latief pula berpartisipasi pada saat 

pendirian Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan pada 20 Juli 1998. Dalam sebuah 

konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini 
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adalah Nurmahmudi Isma’il (PKS, 2020). Kemudian, dari situlah beliau mencalonkan diri 

sebagai anggota legislatif perempuan. Dimulai dari mencalonkan diri pada Pemilu tahun 1999 

untuk wilayah Jakarta Utara. Lalu, pindah dan menetap di Kota Bekasi dan emmulai karirnya 

dengan menjadi ketua pengurus bidang perempuan Partai Keadilan (PK) Kota Bekasi. Setelah 

itu, beliau mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2019. 

Eka Widyani Latief telah berkecimpung dalam lembaga legislatif Kota Bekasi selama dua 

periode dimulai sejak tahun 2004. Pada masa jabatan periode 2004 fokus beliau hanya sebatas 

Dapilnya saja. Mengingat tahun 2004 Kota Bekasi baru disahkan menjadi kota otonom, dimana 

kota ini memeiliki wewenang untuk mengatur wilayah sendiri atau yang biasa disebut dengan 

desentralisasi. Kota yang semulanya pemekaran dari kabupaten, pada tahun 2004 menjadi 

tahun pertama bagi Kota Bekasi dalam menjalankan urusannya sendiri. Sehingga, perlu adanya 

penyesuaian secara pemerintahannya khusunya dalam lingkup lembaga legislatif. Untuk itu, 

pada saat periode 2004 anggota legislatif terpilih Kota Bekasi hanya memfokuskan teritorial 

kerja di asal Dapilnya saja. Namun, pada periode selanjutnya anggota legislatif terpilih 

memiliki fokus kerja untuk satu wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan. Dengan demikian, 

maka Eka Widyani Latief lebih fokus melakukan perubahan pada masa jabatan di tahun 2019, 

untuk wilayah Kota Bekassi secara keseluruhan.  

Berbeda dengan rekan satu partai yang juga terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 

yaitu, Lilis Nurlia. Beliau memiliki visi misi usulan masyarakat harus diakomodir hingga 

terealisasi, dan memiliki program membina UMKM, serta berdirinya koperasi. Eka Widyani 

Latief pada periode tahun 2019 memililki program kerja salah satunya untuk infrastruktur yang 

dirapikan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Eka Widyani Latief sering 

berfokus pada 3 (tiga) peran anggota dewan yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting. Hal 

tersebut, membuat beliau memiliki fokus kerja yang lebih luas dan mencakup keseluruhan 

permasalahan di Kota Bekasi. Eka Widyani Latief juga merangkul permasalahan di ranah non-

perempuan menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang kompeten bersedia menjalankan 

tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakatnya 

Eka Widyani Latief menggunakan cara interaksi sosial kepada sesama perempuan agar 

dapat memahami permasalahan terkait perempuan dan anak. Hubungan ini akhirnya 

menimbulkan perasaan dan persepsi kepemilikan dan memperjelas hubungan antara 
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perwakilan dengan yang diwakili. Beliau berperan dalam berkontribusi untuk mengangkat 

permasalahan-permasalahan perempuan. Mengangkat permaslahan-permasalahan seperti 

KDRT, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan yang lebih baik. Serta, agar 

perempuan lainnya dapat mengikuti jejaknya untuk berpartisipasi langsung di bidang politik. 

Kontribusi Eka Widyani Latief dalam mengangkat isu perempuan salah satunya tergambarkan 

dengan menjadi anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang membahas Raperda 

Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender dibuat dalam rangka menjadi strategi 

yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 

pembangunan.  

Kajian ini dilakukan di Kota Bekasi bagian dari wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, 

Depok, Tanggerang, Bekasi). Karena letaknya strategis menjadikan Kota Bekasi sebagai kota 

metropolitan dengan pertumbuhannya yang pesat. Kota Bekasi telah tumbuh menjadi salah satu 

kota dagang dan jasa. Sebagai kota dagang dan jasa Kota Bekasi punya andil dalam 

meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Pada sisi yang lain Kota Bekasi secara fisik 

mengalami perubahan yang sangat cepat. Pusat-pusat perbelanjaan bermunculan di Kota 

Bekasi. Terjadi juga peningkatan pembangunan perumahan sebagai tempat tinggal urban. 

Pertumbuhan kota yang baik dari berbagai sektor membuat Kota Bekasi menjadi kota besar 

dengan perebutan kursi kekuasaan yang menarik untuk dikaji. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini membahas mengenai peran anggota 

legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijkaan responsif gender. Hal 

ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya 

perumusan kebijakan. Kemudian, dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka 

Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi 

masyarakat Kota Bekasi. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta 

kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Sebab, perpuisian kaum sufi penyair 

mengemukakan bahwasanya perempuan digambarkan sebagai seberkas Tuhan, yang mana 

hadirnya membawa seberkas sinar yang mengarah pada kebaikan dan keberkahan. Dengan 

demikian, anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dengan perannya membawa pada 
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perubahan kebijakan yang lebih responsif gender. Tentu saja, semua ini mengarag pada 

perubahan yang positif.  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menelitinya dan menuliskannya ke 

dalam penelitian dengan judul “Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief 

Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang penulis buat dalam bentuk 

pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Apa saja peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong 

kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023? 

2. Bagaimana dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam 

mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota 

Bekasi? 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah peneliti, maka tujuan 

dari penelitian ini, yakni: 

1. Untuk mengidentifikasi peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan yang 

dilakukan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota 

Bekasi pada periode 2019-2023.  

2. Untuk mengetahui dampak dari peran yang telah dilakukan anggota legislatif 

perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada 

periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti, maka timbulah sepercik harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat 

memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini, yakni: 
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1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini disemogakan dapat memberikan manfaat kepada seluruh 

masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi maupun pembaca. Memberikan 

pemahaman mengenai perempuan di ranah politik berdasarkan peran yang sudah dilakukan 

dengan kapasitasnya sebagai anggota legislatif perempuan tingkat DPRD Kota, serta 

memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan masyarakat dari kinerja yang 

sudah dilakukan tersebut.  

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Secara teoritis, peneliti menginginkan hasil dari penelitian memberikan 

manfaat dalam rangkaian perkembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep keilmuan 

mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief Dalam Mendorong 

Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023. 

E. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa literatur dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai referensi 

dalam tinjauan pustaka. Penyusunan tinjauan pustaka berisi mengenai uraian teori, hasil 

temuan, dan bahan penelitian yang diguankan sebagai acuan kegiatan penelitian ini. Serta 

penyusunan tinjauan pustaka juga digunakan untuk mencegah terjadinya plagiarisme, 

membangun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan membandingkan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. Studi literatur untuk mengetahui perubahan yang didapatkan 

dari perwakilan perempuan dalam ranah politik pada umumnya telah banyak dikaji oleh para 

peneliti sebelumnya, baik pada tingkatan terendah seperti komunitas pemberdayaan perempuan 

maupun tingkatan legislatif dan eksekutif. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan 

membaginya menjadi dua tema yakni, kajian perwakilan politik perempuan dan kajian 

feminisme politik, adapun kajian tersebut sebagai berikut: 

1. Kajian peran 

Kajian mengenai peran telah bnayak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kajiannya berupa 

definsi, kedduka, bahkan implementasinya. Kendaati demikian, peran menurut Surjono 

Soekanto peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam 
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pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Hal tersebut, terdapat dalam penelitian yang berjudul “Peran Anggota Legislatif Perempuan 

Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda 

Pemberian ASI Eksklusif)” oleh Yuditya Firdauza Yasmin dan Erowati (2019). Hasil 

penelitian menunjukkan peran anggota legislatif perempuan dalam penyusunan kebijakan 

daerah dinilai sudah maksimal dilihat dari kehadiran ketika rapat, keaktifannya dalam 

forum ketika membahas kebijakan (Yasmin & Erowati, 2019). 

Kemudian kedudukan peran, lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan 

dalam perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum 

kenegaraan, mereka juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan 

kemaslahatan dan juga melaksanakan peran dalam memilih pemimpin tertinggi negara, 

tetapi juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai 

wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah dari 

tindakan pelanggaran. Hal ini sesui dengan penelitian yang berjudul “Kedudukan Dan 

Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah” oleh Nur Rahma 

Diyani (2019). Hasil penelitian menunujukkan lembaga legislatif merupakan lembaga 

negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan apabila ditinjau dari 

siyasah dusturiyah. Peran lembaga legislatif sama dengan lembaga syura dalam Islam, yaitu 

keduanya merupakan lembaga musyawarah untuk membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (Diyani, 2019).  

Selanjutnya, kaitan peran dalam perumusan kebijakan gender. Peran DPRD perempuan 

dalam mengawal kebijakan antara perempuan dan laki-laki serta memahami dampak peran 

DPRD perempuan terhadap fasilitas publik dalam upaya pengarusutamaan gender. Dalam 

penelitian yang berjudul “Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Upaya Pengarusutamaan 

Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender Di Kota Depok” 

oleh Lia Fauziyyah Ahmad (2020). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran DPRD 

perempuan dianggap lebih mampu menjaga stabilitas responsif gender dan mencapai 

keadilan yang merata bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan lahan 

parkir ini memang hanya bersifat teknis dan tidak diatur secara normatif, akan tetapi 
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kebijakan ini merupakan program yang diadopsi dari Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan, yang dinilai sebagai hal positif dan bentuk responsif masyarakat terhadap 

kaum perempuan untuk memudahkan perempuan dalam mengakses lahan parkir (Ahmad, 

2020). 

Peran juga berfungsi dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan dalam 

pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai 

manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu 

maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

lingkungan, sebagai bentuk peranan. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Peran 

Anggota Legislatif Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bengkulu” oleh Dhita 

Kusuma Wardani (2023). Hasil penelitian menunjukkan anggota Legislatif telah 

melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan perempuan. Dari 

Fungsi Legislasi adalah Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan 

Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah (Wardani, 2023).  

2. Kajian anggota legislatif  

Isu menganai kehadiran perempuan pada lembaga legislatif. Karena perempuan merupakan 

salah satu komponen penting bagi berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. 

Demokrasi merupakan instrumen penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga 

masyarakat tanpa membeda-bedakan kelas, agama, warna kulit, jenis kelamin dan berbagai 

identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi. Selain itu juga demokrasi memberikan 

ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi 

secara aktif dan kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat 

dari penelitian yang berujudul “Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif 

(Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)” oleh 

Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda (2021). Hadirnya perempuan di lembaga 

legislatif meningkaatkan partisipasi politik perempuan dalam kontestasi politik elektoral yang 

menjadi penting untuk diwacanakan, mengingat minimnya persentase keterwakilan perempuan 

dalam lembaga politik (legislatif dan eksekutif) sebagai penentu kebijakan publik. Akan tetapi, 

pentingnya perwakilan politik perempuan dalam sebuah dmokrasi belum mampu menujukkan 
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hasil yang baik di Pemilu. Hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa usaha peningkatan 

perwakilan perempuan masih belum tercapai secara maksimal (Niron & Seda, 2020). 

Perempuan sebagai anggota legislatif sebagai upaya menjamin hak persamaan dalam 

sebuah negara demokrasi. Hak politik perempuan yang sudah jelas tertera aturannya, tidak ada 

satu aturan yang tidak mengakui hak perpolitikan perempuan, misalnya dalam hak memilih 

dan dipilih. Demikian, sejalan dengan penelitian yang berujudul “Representasi Perempuan 

dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)” oleh Ramlan 

Darmansyah dan Ade Sartika (2021). Sebagai negara yang demokrasi Indonesia mempunyai 

prinsip dasar demokratis yaitu setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dan 

memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan 

berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik 

perempuan telah ditetapkan melalui instrument-instrumen hukum maupun dengan meratifikasi 

berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Dalam hal ini tingkat partisipasi 

perempuan dalam politik masih rendah. padahal sudah jelas ditetapkan peraturan mengenai 

30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Adanya peraturan tersebut maka seharusnya 

tingkat keterwakilan perempuan di legislatif lebih tinggi dan merupakan satu langkah maju 

untuk mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik (Darmansyah & Sartika, 2021). 

Kemudian, perempuan sebagai anggota legislatif merupakan upaya/usaha untuk melakukan 

perubahan mengenai budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana 

penelitian yang berjudul “Perempuan Bali dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 dan 2019)” oleh Ricard 

Galyani Silaban, Ida Ayu Putu Mahyuni, dan Ida Ayu Wirasmini Sidemen (2021). Budaya 

patriarki yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Bali seolah menggariskan seorang 

perempuan Bali hanya mengambil peran domestik dan ritual adat. Perwakilan perempuan 

Hindu Bali dalam kegiatan politik yakni keterlibatan perempuan dalam parlemen. Kegiatan 

politik memberikan implikasi yang sangat luas seperti halnya memberikan dampak pada 

pendidikan, sosial budaya, kebijakan publik maupun memberikan dampak pada kegiatan 

politik itu sendiri (Silaban dkk, 2021). 

Tidak hanya mengubah budaya yang ada di masyarakat tetapi juga dengan hadirnya 

pereuan sebagai anggota legislatif dapat membuat kebijakan yang lebih reponsif terhadap 
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gender. Dimana perempuan dalam politik mengarah pada seberapa jauh kebijakan dapat diubah 

ataupun dipengaruhi agar dapat sesuai dengan kepentingan perempuan. Sejalan dengan 

penelitian tang berjudul “Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat” oleh Helmi Chandra dan Hendriko Arizal (2022). 

Perwakilan perempuan dalam perannya sebagai anggota DPRD dalam pembentukan perda 

terlihat dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: pembentukan komisi, pengusulan rancangan peraturan 

daerah (Ranperda) dan pembahasan peraturan daerah. Dengan hasil penelitian dalam upaya 

menerapkan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan, maka pemerintah membentuk 

metode alur kerja analisis gender yaitu Gender Analisys Pathway (GAP). Namun dalam 

pelaksanaannya ditemukan tahapan terhadap anggota DPRD perempuan dalam pembentukan 

perda yaitu: tahap pengusulan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah. Kegiatan 

perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah 

perubahan di setiap kebijakan (Chandra & Arizal, 2022). 

Serta perwakilan politik perempuan sebagai anggota legislatif juga dapat mengubah 

persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal. Sebagaimana penelitian yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten 

Bulukumba” oleh Jusri Adi, Fitriani, Sari Handayani Razak, dan Hendri Kurniawan (2022). 

Penelitian ini mengemukakan bahwa telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam 

pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 

Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 

sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan 

kebijakan dalam pembangunan daerah. Menunjukkan keikutsertaan perempuan Kabupaten 

Bulukumba belum membuahkan hasil yang baik, mengubah perspsi masyarakat yang masih 

memandang sebelah mata terhadap perempuan yang terlibat di ranah politik lokal (Adi dkk, 

2022). 

Berbagai hasil temuan yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu menjadi bagaian dari 

literatur review dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Dari beberapa temuan kajian di atas 

dapat disimpulkan bahwa perwakilan perempuan di ranah politik komponen penting bagi 

berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi merupakan instrument penting 

untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakannya. 
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Perwakilan politik perempuan merupakan bagian dari jaminan atas hak persamaan. Dimana 

baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih. Perwakilan politik 

perempuan juga dapat mengubah budaya patriarki yang telah mengakar sejak lama di Tengah 

masyarakat. Serta dengan terpilihnya perempuan sebagai perwakilan politik mengubah persepi 

negatif masyarakat akan perempuan di ranah politik. Perwakilan politik perempuan muncul 

sebab ide maupun gagasan dari feminisme, yang mengutarakan kaum perempuan menuntut 

persamaan hak sepenuhnya. Praktek perwakilan politik perempuan pada umumnya terjadi pada 

lembaga-lembaga yang memiliki fungsi membuat dan mengesahkan kebijakan seperti lembaga 

legislatif. Dengan demikian maka, persamaan kajian diatas dengan penelitian peneliti yaitu 

sama-sama berfokus pada perwakilan politik perempuan. Namun, pada penelitian ini lebih 

mefokuskan pada perwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif daerah yakin, DPRD 

Kota Bekasi. Sebjeknya ialah Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan di 

DPRD Kota Bekasi, serta melihat perubahan dan dampaknya bagi masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lapangan dimana pengumpulan data 

dilakukan langsung ditempat penelitian (field research), seperti dalam lingkungan 

masyarakat, di lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan, serta organisasi 

kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian kualitatif digunakan sebagai 

metode yang bertujuan untuk memahami realitas, fenomena, bahkan gejala yang terjadi 

secara alamiah dalam bentuk makna yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2018). 

Penelitian kualitatif juga mengacu pada proses pengajaran individu dan kelompok, 

menyoroti masalah sosial atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia (Kurniullah, 2021).  

Peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup dinamis sehingga memerlukan 

data dari narasumber utama melalui wawancara dan observasi terstruktur. Setelah itu, data-

data yang ditemukan di lapangan kemudian diolah dan diuraikan secara rinci, sehingga 

penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

dipergunakan karena kesamaan sifat untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh yaitu data tentang studi kinerja anggota legislatif perempuan. 

Selanjutnya, pendekatan yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu, studi 
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kasus perubahan yang dilakukan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota 

Bekasi serta bagaimana dampak masyarakat Kota Bekasi akan hal tersebut. Dan kaitannya 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti dapat menelaah secara mendalam 

peristiwa atau proses yang dialami oleh individu atau kelompok (Setiyani, 2022). 

Pendekatan studi kasus memiliki manfaat untuk melakukan penelitian sebab akibat dalam 

sebuah konteks kehidupan yang bersifat evaluasi dan eksplorasi.  

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber atau tipe data menurut istilah merupakan lokasi dimana data diproses. Pada 

penelitian ini, peneliti mengaplikasikan dua sumber data, yakni: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari pihak atau sumber 

pertama. Data primer memiliki keunggulan lebih autentik, objektif, dan memiliki 

tingkat validitas yang tinggi karena belum diubah oleh manusia (Aini dkk, 2022). Data 

primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan proses wawancara bersama 

Ibu Eka Widyani Latief, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta 10 orang masyarakat 

Kota Bekasi dari berbagai kecamatan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak kedua baik yang berasal dari 

masyarakat maupun dari informasi-informasi kecil tentang suatu proyek tertentu. Data 

sekunder memberikan manfaat jika data primer dalam penelitian sulit atau bahkan tidak 

didaptkan, tetapi kekurangan pada data sekunder terletak pada tingkat validitasnya 

(Kurniullah, 2021). Data sekunder dapat didapatkan oleh peneliti melalui buku 

mengenai teori peran, jurnal peran perempuan dalam politik, data penugasan serta 

pelaksanaan aspirasi.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini tidak hanya membutuhkan metode penelitian yang akurat, tetapi 

juga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Menggunakan teknik pengumpulan 
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data yang andal memungkinkan informasi yang objektif dapat diakses. Teknik 

pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni: 

a. Observasi 

Menurut Tanzeh, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana 

objek atau peristiwa penelitian diamati dapat berupa manusia, alam, atau bahkan benda 

mati sekalipun (Raka, 2020). Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi 

sistematik dilakukan secara terstruktur sehingga lebih terbatas dan berlndaskan pada 

perumusan permasalahan dalam penelitian saja (Prof. Dr. Sugiyono, 2018). Tujuan dari 

observasi yaitu untuk memahami situasi yang terjadi di lapangan secara jelas dan 

mudah dipahami. Dengan observasi, peneliti dapat lebih memahami. data dalam 

konteks dalam segala situasi dan kondisi untuk mendapatkan gambaran yang utuh. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah strategi yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk berbagi 

penejalsan dan laporan melalui pertanyaan terbuka tentang pembahsan tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin lebih 

mengetahui subjek penelitian mendalam agar bisa memahami permasalahan yang 

sedang terjadi, wawancara pula dilakukan bila setiap peneliti ingin lebih mengetahui 

seacra lebih mendalam perihal responden yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018). 

Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara memiliki perumpamaan 

sebagai hati dari penelitian sosial, karena banyak ilmuan sosial yang menggunakan 

teknik ini dalam penelitiannya. Dan dalam penelitian kualitatif juga banyak yang 

menggunakan penggabungan teknik observasi dengan wawancara mendalam, karena 

diaggap dapat memperoleh data yang bersifat sebagaimana faktanya.  

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara 

terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dapat mengetahui informasi 

pasti menganai data yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu, Eka Widyani 

Latief selaku anggota legislatif perempuan, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta 

beberapa masyarkat Kota Bekasi yang merasakan dampak dari perubahan-perubahan 

tersebut.  
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c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, menyatakan bahwa dokumentasi adalah proses 

pencarian informasi berupa data tertulis seperti catatan harian, buku, surat kabar online, 

agenda, dan notulensi rapat (Hadi, 2021). Demikian teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan suatu gambaran tentang 

pandangan objek yang diteliti melalui media dokumen yang tetulis maupun terekam 

melalui foto. Contoh dokomentasi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal 

feminsime politik, jurnal perempuan dalam politik, data penugasan serta pelaksanaan 

aspirasi Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan di Kota Bekasi. 

d. Triagulasi  

Menurut Sugiyono, triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah diperoleh (Sugiyono, 

2018). Triagulasi mulai digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk 

meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian 

melalui cara membandingkannya dengan berbagai sumber data yang berbeda. Validitas 

dalam penelitian kualitatif mengau pada apakah temuan penelitian secara akurat 

mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triagulasi meliputi empat hal yaitu, 

triagulasi metode, triagulasi antar peneliti, triagulasi sumber data, dan triagulasi teori. 

Pada penelitian ini menggunakan triagulasi sumber data, dimana pada teknik ini 

menggabungkan berbagai sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi lalu 

dilakukan pengecekan sebagai bentuk pengukuran validitas dan memperkuat 

kredibilitas.  

4. Teknik Analisis Data 

Dari penelitian tersebut akan mengumpulkan beberapa data, yang berasal dari lapangan 

dengan jumlahnya yang cukup banyak, bersifat kompleks serta rumit. Hal itu, mendasari 

analisisis data sangat diperlukan. Berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini: 

a) Reduksi data 
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Redaksi data yaitu suatu proses mengumpulkan, memilah dan merangkum detail 

penting data, termasuk sejalan dengan tema yang dikaji. Demikian, dapat memudahkan 

peneliti untuk masuk ke proses penelitian selanjutnya, dan mencari data kembali bila 

diperlukan (Sugiyono, 2018). Ketika reduksi data para peneliti akan dituntun oleh teori-

teori dan tujuan penelitian yang akan dipakai. Tujuan utama dari reduksi data yaitu, 

mempermudah penarikan kesimpulan sehingga pembuatan laporan dapat berjalan 

dengan lancar, dan laporan yang dihasilkan bisa tersusun secara baik dan berkualitas. 

b) Penyajian data 

Penyajian data merupakan tahapan pendeskripsian Kumpulan data yang 

memungkinkan untuk melakukan kesimpulan dalam pengambilan tindakan penyajian 

data kulitatif dalam bentuk teks naratif.   

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi  

Selama penelitian berlangsung, setiap kesimpulan yag diperoleh akan terus menerus 

di verfikasi hinnga menghasilkan kesimpulan yang bulat dan valid. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya.  

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan maupun pemahaman penelitian, maka peneliti telah 

menyusun rangkaian kerangka penulisan yang terdri dari 6 (enam) bagian dengan beberapa 

subbagian yang akan disusun secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut dibawah ini 

merupakan sistem penulisan penilitian, yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam penelitian, bab ini peneliti menjabarkan beberapa hal mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah yang tertuang pada dua pertanyaan penelitian. Kemudian 

terdapat tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta tinjauan pustaka, kerangka teoritik, 

metode yang digunakan dalam penlitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II ANGGOTA LEGISLATIF, KONSEP GENDER, SERTA TEORI PERAN B.J 

BIDDLE 
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Bab ini peneliti menguraikan penjelasan konsep dan teori yang dibagi menjadi dua bagian 

yaitu tentang anggota legislatif, konsep gender, serta teori peran (role) B.J Biddle.  

BAB III ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DI 

KOTA BEKASI 

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum mengenai objek penelitian yakni gamabran 

umum tentang Kota Bekasi meliputi sejarah kota, kondisi geografis, kondisi topografi, dan 

kondisi demografi. Kemudian profil Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif 

perempuan. 

BAB IV PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF 

DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI 

PADA PERIODE 2019-2023 

Bab ini peneliti memaparkan hasil identifikasi mengenai peran anggota legislatif 

perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender Di Kota 

Bekasi pada periode 2019-2023.  

BAB V DAMPAK DARI PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA 

WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER                    

PADA PERIODE 2019-2023 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI 

Bab ini peneliti menjelaskan menegenai dampak dari peran anggota legsialtif perempuan 

Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 

bagi masyarakat Kota Bekasi.  

BAB VI PENUTUP 

Dalam penelitian, bab ini peneliti menyampaikan masukkan dalam bentuk saran dan 

terdapat kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan tersebut akan disampaikan permasalahan 

dan hasil penyelesaian analisis objektif dari penelitian. Sementara saran memuat suatu cara 

untuk menyelesaikan masalah maupun kekurangan. Saran tersebut tidak dapat dipisahkan 

dari topik penelitian. 
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BAB II 

ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN, KONSEP GENDER, SERTA TEORI 

PERAN B.J BIDDLE 

Bab ini meinjeilaskan meinganai peinjeilasan konseip seirta teiori yang digunakan untuk 

meinganalisis peirmasalahan pada peineilitian ini. Peinjeilasan konseip teirbagi meinjadi dua yaitu, 

perwakilan politik perempuan dan feminisme politik. Dalam peinjeilasan meineignai perwakilan 

politik perempuan dipaparkan deifinisi, konsep, jenis perwakilan, dan argument dasar 

perwakilan. Seidangkan peinjeilasan meingeinai feminsime politik dipaparkan konsep, serta 

faktor-faktornya. Seilanjutnya, dalam peimaparan teiori meinggunakan teiori Joni Loveinduski dan 

Azza Karam meingeinai keiteirwakilan peireimpuan. Pada bagian teiori ini dijeilskan meingeinai 

konseip keiteirwakilan peireimpuan, seibab munculnya teiori, asumsi dasar teiori, dan impleimeintasi 

teiori deingan peineilitian. 

A. Anggota Legislatif, dan Konsep Gender 

1. Anggota legislatif 

Menurut Miriam Budiardjo (2008), legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan 

tertentu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Legislatif merupakan kekuasaan 

membentuk undang-undang yang diserahkan kepada parlemen yang terdiri atas majelis 

rendah dan majelis tinggi. Legislatif di artikan sebagai lembaga legislator yang artinya 

suatu lembaga di Indonesia dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Budiarjo, 

2008). Sebab penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat 

dipusat pemerintah saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah 

daera untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.  

Lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama yang dikemukakan oleh Miriam 

Budiarjo (2008), sebagai berikut (Budiarjo, 2008): 

a. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif 

tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap 

rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran. 
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b. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan 

badan eksekutif sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Untuk 

menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak 

kontrol khusus.  

Montesquieu dalam teori trias politica mengemukakan, lembaga legislatif merupakan 

wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan 

menetapkannya. Sedangkan John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan 

lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat 

pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan 

begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan 

mengatasnamakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat. 

Untuk memenuhi fungsi legilatif sebagai perwakilan maka dibentuk Lembaga Perwakilan 

Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Badan Legislatif di Indonesia pertama kali yang bernama Volksraad di Batavia. 

Awalnya, Volkdraad berdiri pada tahun 1918 sampai 1942 dari organisasi terbatas yang di 

antaranya Budi Utomo dan Sarekat Islam. Hingga sampai orde baru pada tahun 1971 

sampai 1999 yang berubah menjadi DPR dengan hasil pemilihan umum. Dalam masa orde 

baru, seluruh partai politik terdiri dari 10 partai dalam pemilihan umum atau pada tanggal 

5 juli 1971. 

Fungsi DPRD secara umum diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi-fungsi tersebut yaitu 

sebagi berikut: 

a) Fungsi legislasi 

John M. Echols menjelaskan terkait fungsi legislasi yang berasal dari kata 

“legislasi” atau “legislation” yang diartikan sebagai perundang-undangan dan 

pembuatan undang-undang. Sementara itu, Fungsi legislasi merupakan fungsi yang 
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dimiliki anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk 

Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) bersama Gubernur/Bupati/Walikota. 

Seperti dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda.  

b) Fungsi anggaran (budgeting) 

Fungsi anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan 

penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. 

DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan 

reaktif dan sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. 

Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD 

untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat karena anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada 

pemerintah daerah dan DPRD.  

c) Fungsi pengawasan  

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah 

2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

3) Pernagwasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan 

keuanganoleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain 

fungsi legislasi dan anggaran. DPRD duduk dan dipilih oleh rakyat semata-mata 

sebagai wakil daripada masyarakat dalam menjaring aspirasi. Fungsi pengawasan yang 

digadang-gadangkan tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan 

masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan yang sejajar 

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan pendelegasian Undang-Undang 
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No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu perlunya melakukan 

pengawasan satu sama lain secara efektif dan efisien melalui mekanisme check and 

balance guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga fungsi pengawasan 

merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. 

2. Konsep Gender  

Kata “Gender” berasal dari bahasa inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam 

Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara 

laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam memahami konsep 

gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian 

seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan 

ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini 

sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat' (Hasibuan dkk, 2023). 

Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua 

hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari 

waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas 

yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin 

sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada 

perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil 

konstruksi sosial (Ekowati, 2019).  

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat 

dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah 

kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. 

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan 

(memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan lak-laki. 

Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena 

keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut 

kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan 

pembangunan (Junior, 2022).  
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Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status 

lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap 

anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai 

peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu (Dalimoenthe, 2021): 

a. Peran Gender  

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan 

status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan 

kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang 

dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan 

dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.  

b. Peran Produktif  

Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan 

untuk konsumsi dan perdagangan. Semua pekerjaan di Pabrik, kantor, pertanian dan 

lalinya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung Produksi Nasional Bruto 

suatu Negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah 

publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah 

adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali 

perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang 

menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka ativitas 

perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di 

dalam rumah sepanjang menghasilakan uang atau barang termasuk peran produktif. 

Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha 

menjahit, catering, salon dsb. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah, 

sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.  

c. Peran Reproduktif  

Peran Reproduktif dapat dibagi mejadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. 

Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah 
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aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. reproduksi sosial merujuk 

kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin 

pemeliharaan dan bertahannya hidup. Dengan demikian, aktivitas reproduksi aalah 

aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi 

makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk 

dalam kategori ini.  

Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia, aktivitas 

tersebut tidak dianggap sebagai pekrjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, 

tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif biasanya dilakukan oleh perempuan, 

baik dewasa maupun anak-anak di kawasan rumah domestik. Pertanyaannya mengapa 

peran reproduktif secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan. jawaban yang 

sering muncul adalah karena perempuan melahikan maka merawat, memlihara anak 

menjadi atnggung jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu 

seks/jenis kelamin danapa itu gender. Laki-lakipun melakukan peran reproduktif, baik 

reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial, kerena memelihara anak dan 

mengasuh anak tidak menggunakan rahim.  

d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)  

Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk 

menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran kemasyarakatan 

yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, 

misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisispasi dalam kegiatan-kegiatan sosial 

dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dll). Semua 

kegiatan tersebut biasanya dialakukan secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial 

yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, 

misalnya menjadi RT, RW, Kepala Desa 

 Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender adalah:  

a) Menerima dan memandang secara wajar perbedaaan pada laki-laki dan 

perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari 

ketidakadilan gender. 
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b) Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang 

membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa 

menyeimbangkannya.  

c) Meneliti kemamapuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki 

maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangungan masyarakat, 

memecahkan problem-problemnya dan memepersiapkan masa depannya.  

d) Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender 

merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan. 

e) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan 

yang baik dalam semua institusi msyarakat, dengan melibatkana perempuan 

dalam semua levelnya. 

f) Pendididkan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan 

merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengentahuan, dan 

kemampuan mereka 

B. Teori Peran B.J Biddle 

1. Teiori Peran Menurut B.J Biddle 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah bagian daritugas utama yang 

harus dilaksanakan bagian yang dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Berbicara mengenai peranan, tentu tidak bisa 

dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling 

berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kelekatannya sangat terasa 

sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut 

mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu 

dengan statusnya.     

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi 

sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-

abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-

an dan tahun 1930-an. Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya 

Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul 

melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak 
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mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi. Pada awalnya 

pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal 

ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka. 

Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang 

bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, 

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori peran menekankan pada cara lingkungan 

sosial membentuk proses perkembangan. Peran jika merujuk pada definisi yang 

dikemukakan oleh B.J Biddle dalam bukunya yang berjudul “Role” (1996) yaitu, sebagai 

serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial serta dapat diterima 

oleh norma yang berlaku (Biddle & Thomas, 1966). 

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas 

(1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan, yaitu: 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kududukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku. 

Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang prilakudalam kaitannya 

dengan peran, yakni:  

a) Expectation (harapan) 

b) Norm (norma) 

c) Performance (wujud perilaku) 

d) Evaluation (penilaian) 

e) Sanction (sanksi). 

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat sekali antara peranan dengan 

kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam lingkungan sosial dikarenakan dengan ia 

mempunyai status akankedudukan dalam lingkungan sosial (masyarakat). Tidak dapat 

dipungkiri pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan 
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sikap ketergantungan pada makhlukatau manusia lainnya. Maka pada posisi semacam 

inilah peranan sangat menentukan kelompok sosial masyarakat tersebut, dalam artian 

diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan 

peranannya, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam 

masyarakat (lingkungan) dimana ia tinggal. 

Secara definisi konseptual, teori peran yang dikemukakan dan dikembangkan oleh B.J 

Biddle. Peran ialah sebagai harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus 

dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Selain itu peran dalam teori ini juga 

menekankan pada harapan sosial yang merupakan bagian dari diri (selft), yang mengarah 

pada perrubahan/pengaruh ke arah yang lebih baik (Biddle & Thomas, 1966). 

Asumsi dasar dalam teori ini, melihat perubahan perilaku yang menutut transformasi 

atau peninjauan kembali dari peran itu sendiri. Hal tersebut, dilakukan dengan merubah 

peran seseorang ke dalam peran yang berbeda secara menyeluruh atau total. Peran 

seseorang ditentukan bukan hanya berdasarkan pada perilaku, tetapi juga kepercayaan 

(belief) dan sikap (attitude) juga ikut serta dalam menentukan peran. Dengan demikian, 

sebagai individu membawa sikap mereka yang sesuai dengan harapan yang didefinisikan 

oleh peranan itu sendiri. Sebuah teransformasi dalam peran akan mengakibatkan perubahan 

pada sikapnya pula. Teori peran mengacu pada aktor dan norma yang menyatakan bahwa 

dalam tatanan sosial, individu memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi 

individu menrima peran sebagai komponen pokok (Biddle & Thomas, 1966). 

Berbeda dengan teori peran yang dikemukakan B.J Biddle, Soerjono Soekanto melihat 

peran sebagai aspek dinamis dari status. Dimana, apabila indivisu melaksanakan hak dan 

kewajibannya selaras dengan kedudukannya, maka sudah dapat dikatakan individu tersebut 

menjalankan peran. Pendapat lain yang dipaparkan oleh Alvin L Berteran yang 

diterjemahkan oleh Soeleman B Taneko, mendefinsikan peran sebagai pola tingkah laku 

yang diharapkan melalui orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu (Mawaddah 

& Haris, 2022).  

Sedangkan Grass Mascan dan A.w.Mc.Eachern dikutip oleh Berry mendefinisikan 

peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai 
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kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan 

imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu ditentukan 

oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan 

hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan lainnya. Di dalam peranannya 

sebagaimana dikatakan oleh David Berry dapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan 

dari masyarakat terhadap pemegang peranan dan harapan-harapan yang dimiliki oleh 

pemegang peranan terhadap masyarakat (Astuti, 2019). 

Impleimeintasi teiori peran B.J Biddle terhadap penelitian ini yakni, bahwa harapan sosial 

terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam 

lingkup sosial. Hal apa saja tersebut, dilakukan dengan memamsukkan isu-isu yang 

digenderkan ke dalam program kerja anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief. 

Program kerja anggota legislatif Eka Wiyani Latief yaitu, pemenuhan kebutuhan 

masyarakat yang mengarah pada responsifitas gender. Kemudian, sebagai anggota legislatif 

perempuan peirannya se ibagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Be ikasi yang 

dibuat khusus untuk meirancang Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir. Selaras dengan 

kesimpulan tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, 

menekankan pada cara lingkungan sosial dalam membentuk proses perkembangan. Peran 

tersebut juga didefinisikkan sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan 

disepakati secara sosial untuk membuat peraturan. 

Lalu, B.J Biddle yang menjelaskan peran mengacu pada aktor dan norma yang 

menyatakan bahwa dalam tatanan sosial individu menerima peran sebagai komponen 

pokok mengenai diri (self). Peran Eka Widyani Latief sebagai aktor yang ada pada tatanan 

sosial memberikan dampak bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya dalam mendorong 

upaya kebijakan yang responsif gender. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah 

laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. 
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BAB III 

ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF                                    

DI KOTA BEKASI 

 

Bab ini meinjeilaskan meingeinai anggota leigislatif peireimpuan Eika Widyani Latieif di Kota 

Beikasi. Teirbagi meinjadi dua subbagian yakni, gamabaran umum Kota Beikasi seirta profil Eika 

Widyani Latieif seibagai anggota leigislatif peireimpuan. Dalam gambaran umum Kota Beikasi 

beirisi teintang Seijarah kota, kondisi geiografis, kondisi topgrafi, dan kondisi deimografi. 

Seidangkan, profil Eika Widyani Latieif seibagai anggota leigislatif peireimpuan beirisi teintang 

teimpat tanggal lahir, jeinjang peindidikan, kondisi keikeiluargaan, kiprah di partai politik, seirta 

kiprahnya seibagai anggota leigislatif, dan peinjabaran komisi yang peirnah beiliau peigang. 

A. Gambaran Umum Kota Bekasi 

1. Seijarah Kota Beikasi 

Seicara administratif Kota Be ikasi meirupakan salah satu kota yang be irada di wilayah 

Provinsi Jawa Barat. Kota Beikasi teimpo dulu adalah Ibukota Keirajaan dari Tarumaneigara. 

Luas keirajaan itu meincakup wilayah Beikasi, Sunda Keilapa, Deipok, Cibinong, Bogor 

hingga kei wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat. Asal usul nama Beikasi 

beirasal dari kata bagasasi yang artinya sama deingan candrabaga yang teirtulis di dalam 

Prasasti Tugu eira Keirajaan Tarumaneigara. Bagasasi yaitu nama sungai yang meileiwati kota 

ini. Pada eira Keirajaan Tarumaneigara pula, Beikasi keirap diseibut deingan Dayeiuh 

Sundaseimbawa atau Jayagiri. 

Singkat ceirita, Kota Beikasi meingalami peirkeimbangannya pula seijak zaman Hindia 

Beilanda, peindudukan militeir Jeipang, peirang keimeirdeikaan, hingga zaman Reipublik 

Indoneisia. seijak jaman Hindia Beilanda, keidudukan militeir Jeipang, peirang keimeirdeikaan 

dan jaman Reipublik Indoneisia. Di jaman Hindia Beilanda, Beikasi masih meirupakan 

Keiweidanaan (District), teirmasuk Reigeinschap (Kabupatein) Meieisteir Corneilis. Saat itu 

keihidupan masyarakatnya masih di kuasai oleih para tuan tanah keiturunan Cina. Kondisi 

ini teirus beirlanjut sampai peindudukan militeir Jeipang. Peindudukan militeir Jeipang turut 

meirubah kondisi masyarakat saat itu. Jeipang meilaksanakan “Japanisasi” di seimua seiktor 

keihidupan. Nama Batavia diganti deingan nama Jakarta. Reigeinschap Meieisteir Corneilis 
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meinjadi KEiN Jatineigara yang wilayahnya meiliputi Gun Cikarang, Gun Keibayoran dan 

Gun Matraman. Seiteilah proklamasi keimeirdeikaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur 

peimeirintahan keimbali beirubah, nama Kein meinjadi Kabupatein, Gun meinjadi Keiweidanaan, 

Son meinjadi Keicamatan dan Kun meinjadi Deisa/Keilurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupate in 

Jatineigara seilalu beirubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu kei Cikarang, keimudian ke i 

Bojong (Keidung Geidei).  

Tidak lama seiteilah peindudukan Beilanda, Kabupatein Jatineigara dihapus, keidudukannya 

dikeimbalikan seipeirti zaman Reigeinschap Meieisteir Corneilis meinjadi Keiweidanaan. 

Keiweidanaan Beikasi masuk keidalam wilayah Batavia Ein Omeilandein. Batas Bulak Kapal 

kei Timur teirmasuk wilayah neigara Pasundan di bawah Kabupatein Keirawang, seidangkan 

seibeilah Barat Bulak Kapal teirmasuk wilayah neigara Feideiral seisuai Staatsblad Van 

Neideirlandsch Indiei 1948 No. 178 Neigara Pasundan. Akhirnya beirdasarkan UU Nomor 14 

Tahun 1950 teirbeintuklah Kabupatein Beikasi, deingan wilayah teirdiri dari 4 keiweidanaan, 13 

keicamatan (teirmasuk Keicamatan Cibarusah) dan 95 deisa. Angka-angka teirseibut seicara 

simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupatein Beikasi deingan motto “Swatantra 

Wibawa Mukti”. Pada tahun 1960 kantor Kabupatein Beikasi beirpindah dari Jatineigara ke i 

kota Beikasi (Jl. H Juanda). 

Pasalnya peirkeimbangan Keicamatan Beikasi meinuntut dimeikarkannya Keicamatan 

Beikasi meinjadi Kota Administratif Beikasi yang teirdiri atas 4 keicamatan beirdasarkan 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 48 Tahun 1981 yaitu, Keicamatan Beikasi Timur, Beikasi 

Seilatan, Beikasi Barat dan Beikasi Utara, yang seiluruhnya meinjadi 18 keilurahan dan 8 deisa. 

Peireismian Kota Administratif Beikasi dilakukan oleih Meinteiri Dalam Neigeiri pada tanggal 

20 April 1982, deingan walikota peirtama dijabat oleih Bapak H. Soeidjono pada tahun 1982 

hingga 1988. Pada Peirkeimbangannya Kota Administratif Beikasi teirus beirgeirak deingan 

ceipat. Hal ini, ditandai deingan peirtumbuhan peinduduk yang cukup tinggi dan roda 

peireikonomian yang seimakin beirgairah. Seihingga status Kotif. Beikasi pun keimbali di 

tingkatkan meinjadi Kotamadya (seikarang “Kota”) meilalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1996 meinjabat Walikotamadya Keipala Daeirah Tingkat II Beikasi saat itu adalah Bapak Drs. 

H. Khailani AR, seilama satu tahun (1997-1998). Pada peimeirintahan Kota Beikasi seikarang 
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dipimpin oleih PLT Tri Adhianto Tjahyono, meinggantikan Rahmat E iffeindi yang seidang 

meinjalani hukuman.  

Hingga seikarang Kota Be ikasi dikeinal seibagai “Kota Patriot”. Kareina patriotismei 

masyarakat Beikasi teiruji meilalui peiristiwa peirang beisar yang peirnah meileitus di kota ini 

pada tahun 1945. Beilanda meinganggap keitika mampu meinaklukkan Beikasi maka beinteing 

peirtahanan untuk seilanjutnya seimakin mudah yaitu Subang, Karawang, dan Purwakeirta, 

akan teitapi beilum mampu ditaklukkan ole ih Beilanda. Seimangat teirseibut diharapakan teitap 

beirada pada masyakat Kota Be ikasi untuk meimpeirtahankan keisatuan dan pe irsatuan 

kotanya, seirta meinyeijeihteirakan masyarakat. Hal ini te irtuang dalam visi Kota Beikasi yaitu, 

“Beikasi Maju, Seijahteira, dan Ihsan”.  

Seidangkan misi Kota Be ikasi yaitu: 

a. Meiningkatkan kapasitas tata keilola peimeirintahan yang baik. 

b. Meimbangun, meiningkatkan dan meingeimbangkan prasarana dan sarana kota yang 

maju dan meimadai. 

c. Meiningkatkan peireikonomian beirbasis poteinsial jasa kreiatif dan peirdagangan yang 

beirdaya saing. 

d. Meiningkatkan dan meingeimbangkan kualitas keihidupan masyarakat yang 

beirpeingeitahuan, seihat, beirakhlak mulia, kreiatif dan inovatif. 

e. Meimbangun, meiningkatkan dan meingeimbangkan keihidupan kota yang aman dan 

ceirdas, seirta lingkungan hidup yang nyaman. 

2. Kondisi Geiografis Kota Beikasi 

Kota Beikasi beirada pada wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kota ini me irupakan bagian 

dari JABODEiTABE iK (Jakarta, Bogor, De ipok, Tanggeirang, Beikasi). Keimudian 

meinjadikan Kota Be ikasi seibagai salah satu kota me itropolitan, yang teirleitak antara 

106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Seilatan. Deingan 

tata leitak daeirah yang dapat dikatakan strate igis, kareina apabila dilihat dari pe ita 

beirseibeilahan langsung de ingan Ibukota Jakarta. Hal ini, sangat me inunjang peirkeimbangan 

jaringan transportasi Kota Be ikasi deingan kota-kota di seikitarnya. Batas wilayah Kota 

Beikasi bagian utara dan bagian timur beirbatasan deingan Kabupatein Beikasi, bagian Seilatan 
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beirbatasan deingan Kabupate in Bogor, seidangkan bagian barat be irbatasan deingan Ibukota 

Jakarta.  

Jika meilihat kondisi geiografis leitak Kota Beikasi yang beirseibeilahan deingan Ibukota 

Jakarta dan kota-kota beisarnya juga beirpoteinsi untuk meinjadi pusat peirdagangan, bisnis, 

industri peingolahan, seirta keigiatan jasa dan usaha lainnya meinjadi daya tarik bagi 

peindatang untuk meincari keirja maupun beirteimpat tinggal. Seihingga peimbangunan pusat 

peirbeilajaan meinjadi sangat pe isat pula, teircatat te ilah teirdapat leibih dari 18 pusat 

peirbeilanjaan di kota ini. dan lima diantaranya te irdapat di keicamatan seibagai Pusat 

Peilayanan Kota seisuai deingan Peiraturan Daeirah Kota Beikasi Nomor 13 Tahun 2011 

teintang Reincana Tata Ruang Wilayah Kota Beikasi Tahun 2011 – 2035. Lima keicamatan 

teirseibut antara lain Keicamatan Meidan Satria, Beikasi Utara, Beikasi Timur, Rawalumbu dan 

Beikasi Seilatan. Namun, pusat peirbeilanjaan teirseibut teilah diatur peimeirintahan Kota Beikasi 

seisuai deingan zonasi se ibagai Kawasan Peirdagangan Barang dan Jasa. Be irikut adalah 

gambar peita Kota Beikasi: 
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Gambar 1 Peta Kota Bekasi 

 

Sumbeir: BPS, 2021 

Kota Beikasi meimiliki luas wilayah seicara keiseiluruhan seikitar 210,49 km2, yang seicara 

administratif teirdiri dari 12 keicamatan dan 56 keilurahan. Keicamatan di Kota Beikasi diatur 

seisuai keiteintuan Undang-Undang No 23 tahun 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah. 

Keicamatan Mustika Jaya me irupakan keicamatan deingan luas teirbeisar, yaitu 26,42km2
. 
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Seidangkan keicamatan pondok Me ilati meirupakan keicamatan deingan luas te irkeicil, yaitu 

11,80km2. Beirikut beirdasarkan tabeil 3.1 teintang keicamatan beiseirta luas wilayahnya di 

Kota Beikasi. Seimeintara itu, Keilurahan Kota Beikasi diatur deingan keiteintuan Undang-

Undang No 32 tahun 2004 teintang Peimeirintahan Daeirah, beirikut beirdasarkan tabeil 3.2 

beirisi keicamatan deingan jumlah keiluharan. 

Tabel 1 Luas Kecamatan Kota Bekasi 

NO Keicamatan Luas 

1. Bantar Geibang 18,44 km2 

2. Beikasi Barat 14,93 km2 

3. Beikasi Seilatan 16,06 km2 

4. Beikasi Timur 14,63 km2 

5. Beikasi Utara 19,75 km2 

6. Jatiasih 24,27 km2 

7. Jatisampurna 19,54 km2 

8. Meidan Satria 11,88 km2 

9. Mustika Jaya 26,42 km2 

10. Pondok Geidei 15,92 km2 

11. Pondok Meilati 11,80 km2 

12. Rawalumbu 16,85 km2 

Sumbeir: Kota Beikasi Dalam Angka 2021 

 

Tabel 2 Jumlah Kelurahan di Kota Bekasi 

NO Keicamatan Jumlah Keilurahan 

1. Bantar Geibang 4 

2. Beikasi Barat 5 

3. Beikasi Seilatan 5 

4. Beikasi Timur 4 

5. Beikasi Utara 6 



49 
 
 

 

 

NO Keicamatan Jumlah Keilurahan 

6. Jatiasih 6 

7. Jatisampurna 5 

8. Meidan Satria 4 

9. Mustika Jaya 4 

10. Pondok Geidei 5 

11. Pondok Meilati 4 

12. Rawalumbu 4 

Sumbeir: Kota Beikasi Dalam Angka 2021 

3. Kondisi Topografi Kota Beikasi 

Kondisi Topografi kota Beikasi deingan keimiringan antara 0-2% dan teirleitak pada 

keitinggian antara 11m – 81m di atas peirmukaan air laut, dimana teirdapat pada: 

1) Pada Keicamatan Beikasi Seilatan, Beikasi Timur, Beikasi Utara, Keicamatan 

Meidan Satria, dan Pondok Geidei meimiliki keitinggi hingga leibih dari 25m. 

2) Pada Keicamatan Bantar Ge ibang, Jatiasih, Pondok Me ilati me imiliki keitinggian 

25 hingga 100m. 

Beibeirapa keicamatan lain di Kota Beikasi yaitu, Jatiasih, Beikasi Timur, Rawalumbu, Be ikasi 

Seilatan, Beikasi Barat se irta Keicamatan Pondok Kopi. Be irada pada kondisi ke itinggian dan 

keimiringan yang reindah seihingga teirdapat banyak geinangan dan reintan teirjadi banjir keitika 

hujan turun dan drynasei tidak beirfungsi deingan baik. Be irikut adalah tabe il keitinggian 

dataran keicamatan-keicamatan dalam mdpl di Kota Beikasi: 

Tabel 3 Ketinggian Kecamatan di Kota bekasi 

NO Keicamatan 
Keitinggian 

(mdpl) 

1. Bantar Geibang 58 

2. Beikasi Barat 38 

3. Beikasi Seilatan 40 

4. Beikasi Timur 36 

5. Beikasi Utara 33 

6. Jatiasih 53 
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NO Keicamatan 
Keitinggian 

(mdpl) 

7. Jatisampurna 110 

8. Meidan Satria 31 

9. Mustikajaya 28 

10. Pondok Geidei 58 

11. Pondok Meilati 51 

 12.  Rawalumbu 48 

 Sumbeir: Kota Beikasi Dalam 2023 

Kota Beikasi meirupakan daeirah deingan iklim panas, suhu beirkisar 24°-33° kareina 

teirleitak di dataran reindah. Kota Beikasi reilatif tidak meimiliki sumbeir daya alam. wilayah 

Kota Beikasi pada umumnya teirgolong pada iklim keiring deingan tingkat keileimbapannya 

reindah kondisi cuaca seihari-hari Kota Beikasi reilatif panas kareina hal ini dipeingaruhi oleih 

tata guna lahan yang meiningkat teirutama industri/peirdagangan dan peirmukiman. 

Disamping itu dalam rangka keiseiimbangan lingkungan hidup sangat diupayakan 

peimanfaatan dan peimeiliharaan lahan-lahan teirbuka untuk ruang teirbuka hijau yang 

beirfungsi seibagai paru - paru kota. 

Pada kondisi hidrologi Kota Beikasi leibih di dominasi oleih sisteim aliran sungai-sungai 

beisar yang reilatif teinang. Peirmukaan dan badan sungai reilatif datar hingga landau dan tidak 

teirjal. Seicara keiseiluruhan teirdapat tujuh aliran sungai yang meilalui wilayah Kota Beikasi 

yaitu Sungai Sunteir, Sungai Buaran, Sungai Cakung, Sungai Cileiungsi, Sungai Beikasi, 

Sungai Sasak Jarang dan Sungai Cibitung. Rata-rata ukuran panjang dan leibar sungai cukup 

seimpit seihingga kapasitas dan daya tampung deibit air juga teirbatas. Seibagian beisar hulu 

Sungai yang meileiwati wilayah Kota Beikasi adalah beirasal dari Bogor dan Purwakarta, dan 

beirhilir meinuju wilayah Beikasi Utara seirta beirakhir hingga kei laut Utara. Jika dilihat dari 

seigi seinsitifitasnya, sungai-sungai yang meilalui wilayah Kota Beikasi reilatif tidak 

meimbahayakan. 

Seidangkan, air peirmukaan yang te irdapat di Kota Be ikasi beirasal dari beibeirapa sungai 

teirseibut, kali keicil, se irta saluran irigasi. Salah satunya saluran irigasi Tarum Barat yang 

digunakan untuk me ingaliri sawah dan juga sumbe ir air utama untuk ke ibutuhan minum 

wilayah kota, kabupatein, bahkan DKI Jakarta. Dan kondisi air tanah di wilayah Kota 
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Beikasi seibagian cukup beirpoteinsi untuk digunakan seibagai sumbeir air beirsih teirutama di 

wilayah seilatan Kota Beikasi, teitapi untuk daeirah yang beirada di seikitar TPA Bantar Geibang 

kondisi air tanahnya keimungkinan beisar sudah teirceimar deingan limbah sampah.  

4. Kondisi Deimografi Kota Beikasi 

Kota Beikasi seibagai kota yang strateigis bila dilihat dari kondisi deimografis, dan mudah 

untuk dikunjungi kareina leitaknya yang beirada di dataran reindah beirdasarkan kondisi 

topografi. Seihingga me imbuat Kota Beikasi meingalami laju peirtumbuhan yang ceipat. 

Beirlandaskan data Badan Pusat Statistik Kota Be ikasi, teirdiri atas 1,30 juta jiwa laki-laki 

dan 1,28 juta jiwa pe ireimpuan. Deingan seix ratio 101 yang artinya teirdapat 101 pe induduk 

laki-laki dalam 100 pe induduk Peireimpuan. Beirdasarkan data te irseibut maka be irikut adalah 

tabeil jumlah peinduduk laki-laki dan peireimpuan di Kota Beikasi: 

Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jeinis Keilamin Jumlah Peinduduk (Jiwa) 

1. Laki-laki 1,30 JT 

2. Peireimpuan 1,28 JT 

Jumlah Seiluruh Peinduduk 2,59 JT 

Sumbeir: BPS Kota Beikasi, 2023 

Deingan jumlah pe induduk laki-laki dan peireimpuan di Kota Beikasi te irseibut, para 

peinduduknya meimeiluk beirbagai macam agama dan juga aliran ke ipeircayaan. Se ihingga 

meinciptakan peinduduk yang majeimuk. Uniknya, meiskipun Kota Beikasi adalah kota 

meitropolitan, Kota Beikasi teitap meimiliki masyarakat yang meinganut aliran keipeircayaan. 

Seibagaimana yang dikeitahui, peinganut aliran keipeircayaan dari tahun kei tahun seimakin 

meinurun, bahkan ceindeirung meindapatkan diskriminasi, teitapi di Kota Beikasi hal teirseibut 

teitap pada tingkat partisipasi yang baik. Keirukunan umat beiragama di Kota Beikasi teitap 

teirjaga hingga saat ini. Hal ini dikareinakan seimua eileimein masyarakat meimpunyai 

komitmein untuk meinjaga toleiransi beiragama, meinjadikan peirbeidaan seibagai keikuatan dan 

saling beirkomunikasi deingan lintas agama yang teirgabung dalam Forum Komunikasi Umat 

Beiragama (FKUB) Kota Beikasi. 
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Beirdsarkan data Badan Pusat Statistik, Agama Islam me irupaakan agama mayoritas 

deingan peimeiluk teirbanyak di Kota Be ikasi yaitu se ibanyak dua juta jiwa. Dan Ke icamatan 

Beikasi Utara meirupakan ke icamatan deingan peimeiluk Agama Islam di Kota Be ikasi yaitu, 

seibanyak 299.049 jiwa. Se idangkan, Keicamatan Jatisampurna me irupakan keicamatan 

deingan peimeiluk Agama Islam paling se idikit di Kota Be ikasi yaitu, seibanyak 99.218 jiwa. 

Keimudian, Agama Hindu me irupakan agama deingan minoritas peimeiluk paling se idikit di 

Kota Beikasi yaitu, seibanyak 4.065 jiwa.  

Keisadaran beirgama pe induduk Kota Beikasi te irmasuk pada tingkat yang baik, dapat 

dikeitahui beirdasarkan data pe induduk kota yang tidak me imiliki agama hanya 641. Artinya 

peinduduk Kota Beikasi me inyadari bahwa keihidupan yang baik dalam be irmasyarakat dan 

beirneigara peirlu pondasi yang kuat yaitu agama. Hal ini dapat dilihat pula, ke ibeiradaan 

rumah ibadah di Kota Beikasi sangat banyak dan dapat diteimukan deingan mudah. Meilansir 

dari seibuah data, Kota Be ikasi meimiliki kurang le ibih rumah ibadah seijumlah 3.073 rumah 

ibadah, yang teirdiri dari 1.142 Masjid, 1.786 Musholla, 120 Geireija, 1 Pura, 11 Wihara, 1 

Kleinteing, 3 Paseiwakan (Peinganut Keipeircayaan), yang dapat diteimukan dibe irbagai 

keicamatannya. Rumah-rumah ibadah teirseibut meirupakan rumah ibadah dari einam agama 

dan satu aliran keipeircayaan yang ada di Kota Beikasi. Beirikut adalah tabeil jumlah peinduduk 

di keicamatan dan agama yang dianutnya di Kota Be ikasi: 

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan-Kecamatan dan Agama yang 

Dianut di Kota Bekasi 

NO Keicamatan Islam Proteistan  Katolik Hindu Budha Lainnya 

1. Bantar Geibang 106.542 3.415 1 31 340 13 

2. Beikasi Barat 239.988 1.767 5.946 346 1.362 24 

3. Beikasi Seilatan 186.789 18.259 6.473 342 1.203 14 

4. Beikasi Timur 237.797 21.329 6.752 342 6.414 14 

5. Beikasi Utara 299.049 24.687 7.489 521 3.447 26 

6. Jatiasih 212.619 16.075 4.698 423 983 100 

7. Jatisampurna 99.218 7.819 3.176 305 409 276 
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NO Keicamatan Islam Proteistan  Katolik Hindu Budha Lainnya 

8. Meidan Satria 132.774 15.026 6.467 284 3.119 37 

9. Mustikajaya 190.802 14.627 3.843 264 892 57 

10. Pondok Geidei 204.658 15.069 5.178 442 694 13 

11. Pondok Meilati 107.378 12.047 7.106 317 685 29 

12.  Rawalumbu 187.431 24.175 6.228 393 2.398 38 

Sumbeir: BPS Kota Beikasi,2023 

Pada kondisi de imografi seilanjutnya, dapat dilihat dari pe irseibaran populasi diamana 

peinduduk teirbanyak beirada di Keicamatan Beikasi Utara yang dihuni se ibanyak 343,14 ribu 

jiwa, keimudian disusul Ke icamatan Beikasi Barat, dan Keicamatan Beikasi Timur yang dihuni 

seibanayak 285,41 ribu jiwa. Se idangkan, keicamatan deingan populasi te irkeicil adalah 

Keicamatan Bantarge ibang yang dihuni seibanyak 109,4 ribu jiwa. Deingan luas Kota Beikasi 

seicara keiseiluruhan me incapai 213,12 km2. Dari 12 ke icamatan, Seimbilan diantaranya 

meimiliki keipdatan peinduduk leibih dari 10.000 jiwa. Beirikut adalah tabeil jumlah peinduduk 

dan laju peirtumbuhannya di ke icamatan-keicamatan Kota Beikasi: 

Tabel 6 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 

NO Keicamatan 

Jumlah 

Peinduduk 

(Ribu) 

Laju Peirtumbuhan 

Peinduduk 

 Tahun 2020-2022 

(%) 

1. Bantar Geibang 109,4 1,01 

2. Beikasi Barat 285,41 0,66 

3. Beikasi Seilatan 213,62 0,67 

4. Beikasi Timur 260,55 0,68 

5. Beikasi Utara 343,14 0,9 

6. Jatiasih 254,81 1,49 

7. Jatisampurna 127,18 1,31 

8. Meidan Satria 163,87 0,54 
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NO Keicamatan 

Jumlah 

Peinduduk 

(Ribu) 

Laju Peirtumbuhan 

Peinduduk 

 Tahun 2020-2022 

(%) 

9. Mustikajaya 221,3 1,81 

10. Pondok Geidei 254,2 0,6 

11. Pondok Meilati 132,67 0,59 

12. Rawalumbu 224,11 0,77 

Sumbeir: BPS Kota Beikasi, 2023 

Komposisi peinduduk Kota Beikasi beirdasarkan usia seibanyak 72,56% peinduduk beirada 

pada usia produktif. Se ihingga meingideintifikasi Kota Be ikasi meingalami bonus de imografi. 

Jika, peimeirintah dapat me imanfaatkan momeint teirseibut, maka kota ini akan me ingalami 

peirtumbuhan peimbangunan deingan leibih ceipat pula. Peinduduk Kota Beikasi pada usia 65-

kei atas sudah/tidak pruduktif be irada di preiseintasei 7,91%, seidangkan peinduduk beilum 

produktif pada usia 5-kei bawah beirada di preiseintasei 19,53%. Adapun pe ingeilompokan 

geineirasi meinurut William H Freiy geineirasi teirbanyak yaitu geineirasi Mileinial deingan tahun 

lahir 2013-kei atas beirada di preiseintasei 27,67%. Dan geineirasi Baby Boomeir yaitu tahun 

lahir 1960-kei atas me irupakan geineirasi paling se idikit di Kota Beikasi deingan preiseintase i 

10,81%. Peinduduk pada ge ineirasi teirseibut seibagian beisar meimilih untuk pulang ke i 

kampung halamannya, atau bahkan pindah kei deisa. Deingan alasan Kota Beikasi yang sudah 

padat meimbuat kualitas udara, air me injadi kurang baik bagi ke iseihatan me ireika, dan juga 

sulit untuk meimpeiroleihan peindapatan kareina usia yang sudah tidak meimungkinkan untuk 

beirproduktif. Beirikut adalah tabeil reintan usia deingan jumlah peinduduk di Kota Beikasi: 

Tabel 7 Usia Dengan Jumlah Penduduk di Kota Bekasi 

NO Usia Jumlah Peinduduk (Jiwa) 

1. Usia 0-15 Tahun 599.609 

2. Usia 15-65 Tahun 1.843.098 

3. Usia 65 Tahun Kei Atas 159.550 

Sumbeir: Kota Beikasi Dalam 2023 
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Peinduduk Kota Beikasi yang beirusia 15 tahun kei atas dapat dikatakan seibagai angkatan 

keirja. Beirdasarkan data tahun 2023 angkatan ke irja di Kota Beikasi seibanyak 1,52 juta jiwa. 

Seidangkan tingkat pe ingangguran di Kota Be ikasi beirada pada pre ieiseintasei 8,23%. 

Preiseintasei teirtinggi peikeirja di Kota Beikasi lulusan SMA se ibanyak 66,98%. Deingan rata-

rata beikeirja meinjadi buruh pabrik, me ingingat Kota Beikasi meirupakans alah satu kota 

industri teirbeisar di Jabode itabeik. Keimudian disusul de ingan peikeirja lulusan pe irguruan 

tinggi deingan preiseintasei seibanyak 78,76%. Beikeirja meinjadi teinaga ahli pe inyeidia barang 

dan jasa, maupun accounting. Seilanjutnya disusul deingan peikeirja lulusan SMP, dapat 

dikeitahui bahwa lulus SMA leibih beirpeiluang untuk meindapatkan peikeirjaan di Kota Beikasi 

dibandingkan tamatan atau lulusan peirguruan tinggi. keimudian lulusan SMA meineipati 

posisi peirtama dalam angka orang yang beikeirja di Kota Beikasi seilanjutnya di posisi kei dua 

teirdapat pada lulusan peirguruan tinggi, di posisi keitiga teirdapat pada SMP. Dan yang 

meinampati preiseintasei teirakhir teirdapat pada lulusan SD, urutan teirseibut juga beirlaku pada 

jumlah peingangguran yang ada di Kota Beikasi. Beirikut adalah tabeil jeinis keigiatan 

beirdasarkan jeinis ke ilamin di Kota Beikasi: 

Tabel 8 Kegiatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi 

NO  Keigiatan Utama 
Jeinis Keilamin 

Laki-laki Peireimpuan 

1. Angkatan Keirja 1.022.790 569.755 

2. Bukan Angkatan Keirja 201.140 845.270 

Sumbeir: Kota Beikasi Dalam 2023 

Dapat dikeitahui dari tabeil diatas seikitar 1,02 juta jiwa pe induduk laki-laki di Kota 

Beikasi meirupakan angkatan ke irja. Dan seikitar 500 ribu jiwa pe induduk peireimpuan Kota 

Beikasi teirmasuk dalam angkatan ke irja. Para angkatan ke irja teirseibut seibagaian beisar 

seibaagai buruh, karyawan, pe igawai yaitu seibanyak 917 ribu jiwa. Pada posisi se ilanjutnya 

para angkatan keirja di Kota Be ikasi seibagai peingusaha yaitu seibanyak 320 ribu jiwa, 

meireika owneir seibuah bisnis UMKM maupun be irdagang. Dan seibanyak 845 ribu jiwa 

peinduduk peireimpuan meineimpati bukan angkatan keirja, meireika meiliputi ibu rumah tangga, 

peinduduk yang masih seikolah, maupun peinduduk yang sudah meimasuki masa peinsiun/usia 

tidak produktif. 
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Seilain meinjadi owneir seibuah bisnis, beirdagang, masyarakat Kota Be ikasi juga ada yang 

beikeirja dalam bidang peirtanian. Pada bidang ini meinunjang dalam peimbangunan eikonomi 

di seiktor peirtanian meirupakan hal sangat peinting untuk meiwujudkan tujuan, yaitu 

peiningkatan produksi pangan teirutama meinuju peincapaian surplus beiras, stabilisasi harga 

pangan, seirta peirlindungan dan peimbeirdayaan peitani seirta peiningkatan keiseijahteiraan 

peitani.Bahkan, Kota Beikasi meirupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang turut 

beirkontribusi dalam meimproduksi komoditas sayuran-sayuran.  

Hal ini dibuktikan deingan adanya beibeirapa peirusahaan sayuran hidroponik yang 

meinawarkan hasil produksinya, salah satunya yaitu P4S Maura Farm yang beirlokasi di Jl. 

Bawang teingah, Keicamatan Mustika Jaya, Kota Beikasi. Peirusahaan ini meinawarkan 19 

jeinis komoditas sayuran hidroponik di antaranya bayam, kangkung, pakchoy, seilada dan 

lain-lain. Seilain meinjual sayuran hidroponik, peirusahaan ini juga meinyeidiakan jasa 

peimbuatan instalasi greieinhousei dan meinjual sarana produksi peirtanian hidroponik. 

Peiningkatan produksi teirhadap sayuran meinunjukan bahwa peirmintaan masyarakat akan 

sayuran cukup tinggi. Sayuran meirupakan komoditas peirtanian yang dapat meindukung 

keitahanan pangan nasional. Sayuran beirfungsi seibagai peinyeidia vitamin, mineiral, seirat, 

dan seinyawa lainnya untuk peimeinuhan gizi. Salah satu jeinis sayuran hortikultura adalah 

sayuran hidroponik.  

Salah satu sayuran hortikultura pada tahun 2022 di Kota Beikasi me injadi produksi 

tanaman sayuran teirbeisar di Kota Beikasi deingan jeinis kangkung beisar yaitu seibanyak 

5.366,9 ton deingan luas panein seibeisar 773 heiktar. Seidangkan produksi tanaman lainnya di 

Kota Beikasi yaitu, jamur tiram yaitu seibeisar 70 kg. Keimudian produksi tanaman 

biofarmaka teirbeisar di Kota Beikasi pada tahun 2022 adalah tanaman Jahei yaitu seibanyak 

98.713 kg, deingan luas panein seibeisar 32.104 m2. Seimeintara, produksi tanaman buah-

buahan yang dihasilkan Kota Be ikasi seilama tahun 2022 yaitu, tanaman Mahkota Deiwa, 

yaitu 600 kg deingan luas panein 50 pohon. Dan yang me injadi produksi tanaman buah-

buahan teirbeisar di Kota Be ikasi yaitu, mangga seibanyak 3.056 ton. Seidangkan produksi 

tanaman buah-buahan teirkeicil di Kota Beikasi seilama 2022 yaitu, jeiruk beisar seibanyak 12,6 

ton. Beirikut adalah tabeil jeinis sayur dan buah yang dihasilkan di Kota Be ikasi: 
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Tabel 9 Produksi Tanaman Sayur dan Buah di Kota Bekasi 

No 
Jeinis 

Sayur/Buah 
Jumlah Panein  

1. Kangkung 5.366,9 ton  

2. Jamur Tiram 70 kg 

3. Jahei 98.713 kg 

4. Mahkota Deiwa 600 kg 

5. Mangga 3.056 ton 

6. Jeiruk Beisar 12,6 ton 
 Sumbeir: Kota Beikasi Dalam 2022 

B. Profil Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief  

 

Sumbeir: Fraksi PKS Kota Beikasi 

Eika Widyani Latieif me irupakan anggota leigislatif DPRD Kota Be ikasi. Beiliau dilahirkan 

pada 29 Agustus 1967, di Jakarta. Se iiring beirjalannya waktu E ika Widyani Latie if beirteimu 

deingan keikasih hatinya be irnama Bapak Hamdani, lalu me ireika meinikah. Hingga kini me ireika 

dikarunai 5 orang anak, dan 3 orang cucu. Be iliau me indapatkan dukungan pe inuh dari suami 

dan juga keiluarganya pada saat be irkeicimpung dalam dunia politik, baik pada saat pe incalonan, 

maupun seiteilah teirpilih. Se ilain disupport oleih keiluarganya beiliau juga se ilalu meindapat 

dukungan dari keirabat, te itangga seikitar peirumahan yang die impati, maupun handai taulan sanak 

saudaranya.  
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Beirdasarkan data yang didapatkan dari wawancara se icara langsung, beiliau dilahirkan dan 

dibeisarkan dari keiluarga peindidik. Eika Widyani Latieif meingeinyam peindidikannya pula di kota 

keilahirannya yaitu, Jakarta. Be iliau lulus dari SMAN 68 Jakarta Pusat. Keimudian, me ilanjutkan 

peindidikan kei peirguruan tinggi Akade imi Gizi Deiparteimeint Keiseihatan pada tahun 1985. Lalu 

meineiruskannya meinjadi S1 me ingambil Jurusan Keiseihatan Lingkungan Fakultas Ke iseihatan 

Masyarakat Univeirsitas Indoneisia pada tahun 1997. Me injadi mahasiswi pada e ira reiformasi 

tidak mudah, dimana me ilangsungkan peindidikan saat ne igara seidang tidak baik-baik saja. 

Lantas meinjadikannya seibagai mahasiswi yang ge imar meingikuti organisasi untuk dapat 

meinyalurkan kritik dan saran pada eira teirseibut.  

Beirbagai organisasi be iliau ikuti maupun inteir kampus maupun eiksteirn kampus, Partai 

Keiadilan (PK), salah satu organisasi eiksteirnal kampus yang beiliau ikuti pada tahun 1998. 

Beirgabung PK inilah awal mula E ika Widyani Latie if masuk dalam dunia politik. Cikal bakal 

Partai Keiadilan beirawal dari geirakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-

kampus luar neigeiri maupun tanah air yang dikeinal deingan seibutan geirakan tarbiyah. Seiteilah 

sukseis meinjadi geirakan dakwah kampus dan masyarakat, geirakan itu meirambah di kancah 

politik dan lahirlah Partai Keiadilan atau PK. Eika Widyani Latieif pula beirpartisipasi pada saat 

peindirian Partai Keiadilan (PK) yang dideiklarasikan pada 20 Juli 1998. Dalam seibuah 

konfeireinsi peirs di Aula Masjid Al-Azhar, Keibayoran Baru, Jakarta. Preisidein (keitua) partai ini 

adalah Nurmahmudi Isma’il (PKS, 2020).  

Peimilu peirtama pasca reiformasi, pada tahun 1999, Partai Keiadilan (PK) meimpeiroleih suara 

1,4 juta peimilih. Peimilu tahun 1999 juga me injadi peimilu peirtama bagi Eika Widyani Latie if 

untuk meincalonkan diri seibagai anggota leigislatif. Pada saat itu beiliau meincalonkan diri untuk 

wilayah Jakarta Utara. Peimilu 1999 masih meineirapkan sisteim proporsional teirtutup seipeirti 

masa Ordei Baru. Akan teitapi, peineitapan calon teirpilih beirbeida deingan Peimilu seibeilumnya, 

yakni deingan peiringkat peiroleihan suara suatu partai di daeirah peimilihan (Dapil). Maksudnya 

adalah apabila seijak Peimilu 1977 calon nomor urut peirtama dalam daftar calon leigislatif 

otomatis teirpilih apabila partai itu meindapatkan kursi, maka pada Peimilu 1999 calon teirpilih 

diteitapkan beirdasarkan suara teirbeisar atau teirbanyak dari daeirah di mana seiseiorang 

dicalonkan. Jadi deingan kata lain, meiski seiorang calon anggota leigislatif beirada di urutan 

teirbawah dari daftar calon parpol, teitapi jika dia meindapatkan suara teirbeisar dari daeirah 
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peimilihannya, maka calon yang beirada di posisi teirbawah itu yang teirpilih meinjadi anggota 

leigislatif. 

Namun, dalam Peimilu tahun 1999 E ika Widyani Latie if beilum mampu me imeinangkan 

Peimilu teirseibut. Akhirnya, se ilang waktu beibeirapa bulan se iteilah peimilu tahun 1999, be iliau 

meimutuskan untuk pindah dan me ineitap di Kota Be ikasi meingikuti peirjalan dinas peikeirjaan 

suaminya. Di Kota Beikasi Eika Widyani Latieif keimbali meilanjuti karirnya leiwat partai teirseibut. 

Dan meinjadi keitua peingurus bidang pe ireimpuan Partai Keiadilan (PK) Kota Be ikasi. Dalam 

bidang peireimpuan Eika Widyani Latieif meirupakan peilopor peirtama peireimpuan di Kota Beikasi, 

agar peireimpuan lainnya dapat me ingikuti jeijaknya untuk beirpartisipasi langsung di bidang 

politik. Bidang peireimpuan Partai Keiadilan (PK) Kota Beikasi meimiliki tugas untuk me injadi 

wadah seikaligus meilayani pe ireimpuan, keiluarga, seirta peinyalur aspirasi meireika.  

Seitalah fokus untuk me imbangun bidang peireimpuan Partai Keiadilan (PK). E ika Widyani 

Latieif keimbali meincalon diri se ibagai anggota le igislatif teitapi di daeirah yang be irbeida dari 

seibeilumnya yaitu, Kota Be ikasi pada Peimilu tahun 2004. Peimilu 2004 dilaksanakan deingan 

sisteim yang beirbeida dari Peimilu-Peimilu seibeilumnya. Peirbeidaan teirseibut pada sisteim 

peimilihan DPR dan DPRD dan sisteim peimilihan DPD, seirta peimilihan Preiseiidein dan Wakil 

Preisidein yang dilakukan seicara langsung dan bukan lagi meilalui anggota MPR seipeirti peimilu 

seibeilumnya, bahkan bisa hingga putaran keidua. Seilain itu, peinyeileinggaraan peimilu juga 

beirsifat nasional, teitap, dan mandiri. Peimilu untuk meimilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupatein/Kota dilaksanakan deingan sisteim peirwakilan beirimbang (proporsional) 

deingan sisteim daftar calon teirbuka.  Partai politik akan meindapatkan kursi seijumlah suara sah 

yang dipeiroleihnya. Peiroleihan kursi ini akan dibeirikan keipada calon yang meimeinuhi. Hasil 

peiroleih suara yang didapatkan Kota Be ikasi yaitu, 11,1% dan lima orang dari 45 orang 

meirupakan anggota le igistlatif pe ireimpuan (Sulastri, 2007). Deingan deimikian, E ika Widyani 

Latieif beirhasil meimeinangkan satu kursi DPRD Kota Be ikasi pada Peimilu tahun 2004.  

Seileisai masa jabatan untuk pe iriodei tahun 2004 sampai tahun 2009. E ika Widyani Latie if 

vacuum dan tidak me incalonkan diri se ibagai anggota le igisatif pada Peimilu tahun 2009 dan 

Peimilu tahun 2014. Kareina beiliau meilanjutkan studinya di Unive irsitas Krinadwipayana 

Jatiwaringin meingambil S2 de ingan jurusan Administrasi Neigara Fakultas Ilmu Administrasi. 

Seiusai, vacum teirseibut beiliau keimbali meincalonkan diri pada Peimilu Kota Beikasi tahun 2019. 
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Deingan sisteim Peimilu DPR dan DPRD meinggunakan sisteim proporsional teirbuka (suara 

teirbanyak) Deiwan Peirwakilan Daeirah (DPD) meinggunakan sisteim distrik beirwakil banyak. 

Preisidein dan Wakil Preisidein dipilih seicara langsung oleih rakyat meilalui Peimilu Preisidein dan 

Wakil Preisidein. Peimilu 2019 di Kota Beikasi diikuti 16 partai politik, teirmasuk eimpat parpol 

baru. Meimpeireibutkan suara dari einam daeirah peimilihan (Dapil), dan E ika Widyani Latie if 

beirada di Dapil III (Keicamatan Rawalumbu, Bantargeibang, Mustikajaya). Deingan total suara 

dipeireibutkan seikitar 1,4 juta meingacu pada peimilihan umum seibeilumnya. Beiliau beirhasil 

meimeinangkan peimilu te irseibut, dan PKS meindulang 12 kursi leigislatif deingan peiroleihan suara 

partai 267.330 atau preiseintasei suara seibanyak 21%. 

Eika Widyani Latieif pada masa jabatan di DPRD Kota Be ikasi peiriodei 2019 sampai deingan 

2024. Teilah meingalami beirbagai peingalaman seibagai anggota keileingkapan deiwan DPRD Kota 

Beikasi. Peirjalan karirnya pada masa jabatan ini di mulai dari komisi 1 seilama 2,5 tahun. Komisi 

ini meiliputi bidang hukum dan pe imeirintahan. Komisi 1 me iliputi tugas-tugaas yaitu se ibagai 

beirikut: 1) Keiteintraman, Keiteirtiban Umum dan Peirlindungan Masyarakat, 2) Pe irs, 3) Hukum 

Peirundng-undangan, 4) Keipeigawaian, Peindidikan dan Peilatihan Aparatur Daeirah, 5) 

Administrasi Keipeindudukan dan Catatan Sipil, 6) Politik, 7) Organisasi Masyarakat, 8) 

Peimadam Keibakaran, 9) Keirjasama dan inveistasi, 10) dan Peirtahanan. 

Seilanjutnya, komisi 4 seilama satu tahun meiliputi bidang ke iseijahteiraan rakyat. Komisi 4 

meiliputi tugas-tugaas yaitu seibagai beirikut: 1) Keiseijahteiraan Sosial, 2) Agama, 3) Peindidikan, 

4) Keiseihatan, 5) Peimbeirdayaan Peireimpuan dan Peirlindungan Anak, 6) Keibudayaan, 7) 

Keipeimudaan dan Olahraga (Peimuda dan Olah Raga), 8) Keiteinagakeirjaan dan Transmigrasi, 

9) Pariwisata, 10) Peingeindalian Peinduduk dan Keiluarga Beireincana, 11) dan Pe irpustakaan. 

Dan peirjalanan komisi se ilanjutnya yaitu komisi 3 se ilama 1,5 tahun hingga masa jabatan 

Eika Widyani Latieif beirakhir me iliputi bidang eikonomi dan keiuangan.  Komisi 3 meiliputi tugas-

tugaas yaitu seibagai beirikut: 1) Keiuangan Daeirah, 2) Peirpajakan, 3) Reitribusi, 4) Peirbankan, 

5) Peirusahaan Daeirah, 6) Peingeilolaan Aseit dan Keikayaan Daeirah, 7) Eineirgi dan Sumbeir daya 

mineiral, 8) Peirusahaan, 9) Peinanaman Modal, 10) Peirdagangan dan Peirindustrian, 11) 

Kopeirasi, Usaha Keicil dan Meineingah, 12) dan Pangan.  
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Bila meilihat peirjalanan komisi yang peirnah oleih Eika Widyani Latieif seibagai anggota 

leigislatif peireimpuan. Meinggambarakan beiliau sosok yang dinamis, dimana be irusaha teirus 

beilajar dan beirkeimbang untuk dapat me imahami masalah maupun aspirasi masyarakat Kota 

Beikasi, agar keiteirwakilan be iliau beirjalan seicara maksimal. Deingan meimpeilajari masyarakat 

dalam beirbagai bidang ke ihidupan leiwat alat keileingkapan deiwan seipeirti komisi dan Pansus 

(Panitia Khusus). Meilalui hadirnya E ika Widyani Latie if seibagai anggota le igislatif di Kota 

Beikasi, meinjadi inspirasi bagi peireimpuan lainnya, supaya me imbeiranikan diri untuk teirjun 

langsung dibidang politik agar pe imbangunan nasional baik dapat le ibih baik khusunya ramah 

teirhadap kaum peireimpuan dan juga anak.  
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BAB IV 

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF      

DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER                                        

DI KOTA BEKASI PADA PERIODE 2019-2023 

Bab ini, meingeimukakan peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam 

mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Hal ini, 

dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan 

kebijakan. Peran sebagai upaya responsif gender merupakan Dalam kaitannya peran anggota 

legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya 

responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari 

isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar 

program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk keseteraan gender. Mengupayakan 

peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, dimaksudkan untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-

laki dengan perempuan di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan 

kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan 

(diskriminasi). Terutama, jika perempuan bergerak di sektor publik dirasakan banyak 

ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan.  

Kemudian, peran dalam perumusan kebijakan yang responsif gender merupakan langkah 

yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang 

terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat 

itu pada masa yang akan datang. Peineirapan konsep te irseibut dalam peineilitian ini yaitu, DPRD 

Kota Beikasi seibagai salah satu badan pe imbuatan keibijakan daeirah yang ke imudian 

dipeirjuangkan oleih anggota legislatif. Beirdasarkan pasal (18) ayat (3) UUD 1945, keidudukan 

DPRD Provinsi dan Kabupatein/Kota meirupakan bagian dari Peimeirintahan Daeirah (Peimda). 

Anggota DPRD Provinsi dan Kabupatein/Kota dipilih langsung oleih rakyat meilalui Peimilu dan 

meimpunyai fungsi seibagai leimbaga leigislatif seibagaimana DPR, salah satu fungsinya yaitu 

fungsi leigislasi. Contoh praturan yang dihasilkan dari le imbaga ini yaitu, Pe iraturan Walikota 
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(Peirwal), Peiraturan Daeirah Provinsi (Peirda Provinsi), dan Peiraturan Daeirah (Peirda) 

Kabupatein/Kota.  

Berdasarkan, pemaparan tersebut berikut adalah penjelasan mengenai, peran anggota 

legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota 

Bekasi pada periode 2019-2023: 

A.  Peran Sebagai Upaya Responsif Gender 

Peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, berarti peranan 

perempuan sesuai dengan konsep gender atau peran gender sebagaimana telah dibahas di 

depan, mencakup peran-peran yang sifatnya dinamis. Dinamis dalam arti, dapat berubah atau 

diubah sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan 

bisa berbeda lintas budaya (Marditama dkk, 2021). 

Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, 

dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang 

harmonis antara laki-laki dengan perempuan di dalam pembangunan. Karena, dalam proses 

pembangunan kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat 

perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika perempuan bergerak di sektor publik 

dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh 

perempuan. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan 

perempuan tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, 

saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara laki-laki 

dengan perempuan. Dengan demikian, tidak ada pihak laki-laki ataupun perempuan yang 

merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses. 

Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi 

pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan 

program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. 

Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota 

Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program kerjanya mampu membuat 

perubahan baik untuk keseteraan gender. Sedangkan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ialah dinas yang didirikan untuk memberdayakan 
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perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak di dalam 

masyarakat. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi 

yang ke empat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat 

menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup 

perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap 

perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta 

mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan 

(DINSOS PPPA, 2020).  

Dengan kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan 

pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif 

dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas SDM yang tangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat 

partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara 

berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal. Berangkat dari perspektif tersebut 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merancang 

rencana kerja yang akan menjadi dasar dalam implementasi program dan kegiatan. 

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) 

merangang program kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan, perlindungan dan 

pendampingan kasus permasalahan anak dengan dilaksanakannya pendampingan kasus 

yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019. 

2. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
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Program tersebut meliputi sebagai berikut: 1) Pengembangan dan implementasi lima 

klaster Kota Layak Anak, 2) Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat 

penitipan anak (TPA), 3) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Kota 

Layak Anak. 

3. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan, perlindungan dan 

pendampingan kasus KDRT dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah 

dimulai sejak bulan Januari 2019. 

4. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat 

Perempuan Dan Anak dengan terpenuhinya psikolog untuk konsultasi menggunakan Tesa 

yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019. 

5. Program Pemberdayaan Perempuan 

Program tersebut meliputi sebagai berikut: 1) Sinergitas Program Peningkatan Peran 

Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), 2) Penyelenggaraan Kegiatan 

PKK, 3) Pembinaan Organisasi Wanita, dan 4) Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV). 

Merujuk pada program kerja yang ditetapkan DPPPA Kota Bekasi, dalam agenda 

Pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terkandung isi-isu yang dogenderkan. Maka 

Eka Widyani Latief, memiliki beberapa program utama sebagai bentuk implementasi dari 

bebarapa point program kerja DPPPA Kota Bekasi. Terkait hal tersebut sesuai dengan 

wawancara bersama Eka Widyani Latief sebagai berikut: 

“Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota 

Bekasi, dimana salah satu tugasnya yaitu membuat peraturan daerah yang memuat 

berbagai bidang-bidang kehidupan. Namun, bidang kehidupan yang tidak kalah 

penting yaitu pembuatan peraturan daerah yang merujuk untuk keberpihakan kepada 

ibu dan anak, dengan landasan perda nomor 12 tahun 2012. Saya sebagai perwakilan 

perempuan mempunyai tanggung jawab besar untuk mengangkat isu-isu khususnya 

gender dalam lembaga legislator ini, agar segala bentuk kebijaknnya bisa mengarah 
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serta berpihak pada pembangunan dengan lingkup kaum perempuan, anak dan juga 

keluarga”. (Wawancara dengan Ibu Eka Widyani Latief, 21 Juni 2023). 

Dari penjelasan wawancara dengan Eka Widyani Latief tersebut, sebagai anggota legislatif 

perempuan sudah sepatutnya memperjuangkan isu-isu yang digenderkan. Agar pembangunan 

dapat sesuai dengan lebih responsif terhadap gender, sehingga meningkatnya taraf 

kesejehteraan masyarakat. Mengingat hal tersebut pula sudah menjadi sebuah tanggung jawab 

yang memang harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Demikian, Eka Widyani Latief 

meneruskan pemikiran tersebut dengan beberapa bulir program kerja yang akan dilaksanakan 

maupun telah dilaksanakan. Meilalui teirpilihnya beiliau meinjadi anggota leigislatif DPRD Kota 

Beikasi, beirhak untuk meimbuat program keirja, seirta vsisi misi yang inovatif seirta meimbangun. 

Eika Widyani Latieif deingan visi meinjadi anggota yang kompe itein. Deingan misinya 

meinjalankan tupoksi anggota de iwan deingan peinuh tanggung jawab dan me imbeirikan manfaat 

yang seibanyak-banyaknya untuk masyarakat. Me ilalui program keirja yang mengkhsuskan 

peimeinuhan keibutuhan masyarakat mengarah pada responsif gender.  

Program keirja seindiri me irupakan seisuatu yang te ilah dirancang seicara siste imatis dan 

teirarah, untuk reintan waktu yang te ilah diteintukan seibeilumnya. Program ke irja teirseibut 

meingkhsuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang responsif dengan gender. 

Peimeinuhan keibutuhan masyarakat me irupakan hal umum yang dilakukan ole ih peijabat 

peimeirintah khsusunya anggota le igislatif, seibab fungsi dan tugas yang me ingarah pada hasil 

peimeinuhan keibutuhan masyarakat. Seigala seisuatu yang dirasakan dan dibutuhkan untuk 

meimeinuhi seibagian atau keiseiluruhan keibutuhan anggota masyarakat meirupakan peimahaman 

meingeinai konseip keibutuhan. Seitiap manusia meimiliki peingeitahuan dan keimampuan yang 

sangat variatif dalam meimahami konseip keibutuhan. Seicara teioritis suatu kondisi yang dialami 

dan dirasakan oleih seiseiorang yang harus dicukupi, jika tidak teircukupi akan meinimbulkan 

masalah. Masing-masing manusia meimiliki tingkat inteinsitas keibutuhan yang beirvariatif, 

untuk meimahami kondisi teirseibut peirlu dilakukan analisis (Sujarwo dan Kusmawardani, 

2020). 

 Oleih kareina itu, untuk le ibih meingatahui seicara meindalam meingeinai program ke irja 

anggota legislatif perempuan E ika Widyani Latieif seibagai upaya responsif gender. Hal te irseibut 

jika dijabarkan, maka se ibagai beirikut: 
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1) Peinyuluhan keiluarga beirkualitas  

Keiluarga Seijahteira dan beirkualitas meirupakan pondasi bagi keiutuhan, keikuatan 

dan keibeirlanjutan peimbangunan. Salah staunya mlalui upaua kampung KB. Seicara 

umum, tujuan dibeintuknya Kampung KB ini adalah untuk meiningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di tingkat kampung atau yang seitara seirta peimbangunan seiktor teirkait 

lainnya dalam rangka meiwujudkan keiluarga keicil beirkualitas. Seidangkan seicara 

khusus, Kampung KB ini dibeintuk seilain untuk meiningkatkan peiran seirta peimeirintah, 

leimbaga non peimeirintah dan swasta dalam meimfasilitasi, meindampingi dan meimbina 

masyarakat untuk meinyeileinggarakan peimbangunan seiktor teirkait, juga untuk 

meiningkatkan keisadaran masyarakat teintang peimbangunan beirwawasan 

keipeindudukan (Basirrudin, 2022).  

Kampung KB meirupakan wilayah yang meimiliki kriteiria teirteintu, teirdapat 

keiteirpaduan antara program keipeindudukan, dan keiluarga yang dilaksanakan seicara 

sisteimatis. Tujuannya meiningkatkan akseileirasi pada program peimbangunan, keitahanan 

dan keiseijahteiraan keiluarga. Eika Widyani meingatakan, bahwa pihaknya siap untuk 

meindorong kampung KB. Beiliau juga meingajak Peimkot Beikasi agar meinjadikan 

kampung KB ini meinjadi langkah jitu untuk meingatasi masalah keipeinduduukan, 

teirleibih di wilayah yang tak teirseintuh. Kampung KB meinurut beiliau bukan hanya 

seibatas meincipttkan keiluarga yang keicil, teiteipi meimbeirdayakan dan meinseijahteirakan 

keiluarga. Kareina itu harus juga meilibatkan seimua seiktor, baik peindidikan, keiseihatan, 

teinaga keirja, keibeirsihan dan lain seibagainya. 

Dapat disimpulkan bahwa, Eika Widyani Latieif meindorong dibeintuknya kampung 

Keiluarga Beireincana (KB) seicara masif untuk meimbeirdayakan keitahanan dan 

keiseijahteiraan keiluarga. Adapun program kampung KB dicanangkan pada 2016 silam 

seicara nasional. Seilain itu di Kota Beikasi seindiri peincanangan kampung KB 

beirlangsung seijak 2017 lalu di 12 keilurahan dari 12 keicamatan di Kota Beikasi.   
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Gambar 2 Dokumentasi Eka Widyani Latief Masifkan Keluarga Berkualitas 

 

Sumbeir: FPKS Kota Beikasi, 2021. 

2) Peiningkatan kualitas keiseihatan  

Keiseihatan meirupakan aspeik peinting dalam konseip peimbeirdayaan. Dimana 

keiseihatan meimeigang kunci utama untuk dapat meinciptakan masyarakat yang leibih 

beirdaya. Peimbangunan keiseihatan juga dipandang seibagai suatu inveistasi untuk 

meiningkatkan kualitas sumbeir daya manusia. Kareina peimbeirdayaan masyarakat 

dalam konteiks keiseihatan yaitu deingan meimpeirdayakan masyarakat seibagai upaya 

atau proseis untuk meinumbuhkan keisadaran, keimauan dan keimampuan masyarakat 

dalam meingeinali, meingatasi, meimeilihara, meilindungi dan meiningkatkan 

keiseijahteiraan meireika seindiri. Untuk dapat meiningkatkan upaya peimbeirdayaan 

masyarakat dalam konteiks keiseihatan dapat dilakukan meilalui beibeirapa keigiatan 

seipeirti, peinyuluhan peintingnya hidup seihat, peimbeirian peimeihaman akan 

peintingnya gizi seiimbang, seirta meingjak masyarakat untuk meiningkatkan 

keiseihatan fisik deingan beirolahraga. Hal teirseieibut pula yang dilakukan Eika Widyani 
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Latieif untuk meiningkatkan kualitas keiseihatan masyarakat agar masyarakat leibih 

seihat, mandiri, dan seijahteira.  

Meilalui ageinda peimahaman gizi seiimbang dilakukan deingan keigiatan 

peimbeirian bahan pokok dibeirbagai keicamatan Kota Beikasi keipada rumah gizi yang 

keimudian akan didistribusikan untuk masyarakat. Keigiatan teirseibut dilakukan agar 

meinjadi stimulus untuk masyarakat agar meingusahakan meimbeirikan gizi yang 

seiimbang. Seilan itu, peimbeirian bahan pokok dilakukan seibagai langkah yang baik 

seidikit meimbantu taraf keihisupan masyarakat Kota Beikasi. Keigiatan peimeinuhna 

gizi deingan peimbeirian bahan pokok dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini. 

Seilanjutnya, peingingkatan kualitas keiseihatan deingan ageinda meiningkatkan 

keiseihatan fisik meilalui olahraga. Olahraga yang dipilih Eika Widyani Latieif salah 

satunya yaitu, seinam. Beiliau meingajak para warganya khususnya peireimpuan unuk 

meilakukan seinam Nusantara dibeirbagai titik keicamatan yang teirseibar di Kota 

Beikasi. Keigiatan teirseibut dilakukan seibagai upaya agar masyarakat khsusunya 

peireimpuan leibih bugar seicara fisik seihingga kualitas hidup meireika meinjadi leibih 

baik. Keigiatan seinam dilakukan pada hari minggu diseitiap minggunya. 

Dokunmeintasi keigiatan seinam yang dilakukan Eika Widyani Latieif dapat dilihat 

dibawah ini pada gambar 4 yang beirsumbeir dari Instagram pribadi beiliau.  

Gambar 3 Dokumentasi Pemberian Bahan Pokok sebagai Upaya Pemenuhan Gizi 
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Sumbeir: FPKS Kota Beikasi, 2022. 

 

Gambar 4 Dokumentasi Senam Nusantara Yang Dilakukan Eka Widyani Latief 

 

Sumbeir: Widyani, Ei. (2021, Noveimbeir 17). Instagram Post. 

https://www.instagram.com/reieil/CWYDHlmBJXm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 

 

3) Peimeinuhan hak anak 

Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keiluarga dan peingasuhan 

alteirnatif, keiseihatan dasar dan keiseijahteiraan, peindidikan, peimanfaatan waktu luang 

dan keigiatan budaya, keimudian, salah satu hak anak yaitu peimanfaatan waktu luang 

dan keigiatan budaya. Meindasari Eika Widyani Latieif untuk meimbuat keigiatan 

seibagai wadah bagi anak dan reimaja untuk meiningkatkan multi keiceirdasannya. 

Meimpeirsiapkan anak dan reimaja meinjadi geineirasi peineirus bangsa yang 

beirkualitas. Meiliputi keigiatan sanggar kreiatifitas anak dan reimaja, peilatihan 

keitrampilan peireincanaan masa deipan, seirta peilatihan lifei skill meilalui peinyaluran 

hobi seipeirti meimanah, peicinta alam deingan naik gunung dan lain seibagainya. 

https://www.instagram.com/reel/CWYDHlmBJXm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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Beirkut adalah dokumeintasi yang beirsumbeir dari meingeinai peinyaluran hobi peicinta 

alam deingan naik gunung beirsama Eika Widyani Latieif di Gunung Geidei.  

Gambar 5 Dokumentasi Eka Widyani Latief Melalui Kegiatan Jelajah Rimba 

Naik Gunung Gede 

 

Sumbeir: FPKS Kota Beikasi, 2022. 

Beirdasarkan peimaparan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan 

anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif 

gender. Selarasa dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, bahwa harapan sosial 

terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup 

sosial. Hal apa saja tersebut, dilakukan dengan memamsukkan isu-isu yang digenderkan ke 

dalam program kerja anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief. Program kerja anggota 

legislatif Eka Wiyani Latief yaitu, pemenuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

mengarah pada responsif gender. Dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni, peningkatan 

keluarga berkualitas, peningkatan kualitas kesehatan, dan pemenuhan hak-hak anak.  
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B. Peran Dalam Perumusan Kebijakan Responsif Gender 

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik 

secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan 

berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Dalam tataran 

konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para 

pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara 

publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses 

pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai 

kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Alaslan, 2021).  

Selanjutnya, banyak orang percaya masalah kebijakan adalah merupakan kondisi obyektif 

yang keberadaannya secara sederhana dapat ditentukan dari fakta apa yang ada dibalik suatu 

kasus. Pandangan yang naif mengenai sifat masalah kebijakan ini akan gagal untuk memahami 

bahwa fakta-fakta yang sama, misalnya, statistik pemerintah yang menunjukkan bahwa 

kriminalitas polusi dan inflasi meningkat–cenderung diinterpretasikan secara berbeda oleh 

setiap pelaku kebijakan. Karenanya, informasi yang sama dapat dan selalu menghasilkan 

konflik definisi dan penjelasan terhadap suatu “masalah“. Hal ini bukan karena fakta-fakta 

mengenai hal tersebut tidak konsisten, tetapi karena analis kebijakan, pengambil keputusan, 

dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya berpegang pada asumsi-asumsi yang berbeda mengenai 

sifat manusia, pemerintah, dan kesempatan melakuka perubahan social melalui tindakan 

publik. Dengan kata lain masalah kebijakan terletak di mata para pelakunya (Nugroho, 2023). 

Peineirapan konsep te irseibut dalam peineilitian ini yaitu, DPRD Kota Be ikasi se ibagai salah 

satu badan peimbuatan keibijakan daeirah yang keimudian dipeirjuangkan oleih anggota legislatif. 

Beirdasarkan pasal (18) ayat (3) UUD 1945, keidudukan DPRD Provinsi dan Kabupatein/Kota 

meirupakan bagian dari Peimeirintahan Daeirah (Peimda). Anggota DPRD Provinsi dan 

Kabupatein/Kota dipilih langsung oleih rakyat meilalui Peimilu dan meimpunyai fungsi seibagai 

leimbaga leigislatif seibagaimana DPR, salah satu fungsinya yaitu fungsi le igislasi. Contoh 

praturan yang dihasilkan dari leimbaga ini yaitu, Peiraturan Walikota (Peirwal), Peiraturan Daeirah 

Provinsi (Peirda Provinsi), dan Peiraturan Daeirah (Peirda) Kabupatein/Kota. Keitika meinjalankan 

fungsinya ini DPRD me impunyai alat keileingkapan, yang beirtugas se ibagai alat bantu 

keileimbagaan DPRD di se itiap peimbuatan keibijakan (I Gusti & I Keitut, 2019). Beirdasarkan 
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Peiraturan Daeirah Kota Beikasi Nomor 01 Tahun 2019 Teintang Tata Teirtib Deiwan Peirwakilan 

Rakyat Daeirah, alat keileingkapan deiwan teirdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, 

Komisi, Bapeimpeirda, Badan Anggaran, Badan Keihormatan dan Pansus se ibagai alat 

keileingkapan lain yang dipeirlukan dan dibeintuk untuk rapat Paripurna.  

Secara lebih lanjut, Panitia Khusus (Pansus) meirupakan alat keileingkapan DPRD yang 

beirsifat tidak teitap. Panitia Khusus seindiri dibeintuk beirdasarkan keibutuhan guna meimbahas 

masalah-masalah teirteintu yang beirkeimbang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang 

peirlu meindapat peirhatian peimeirintah. Pansus dibeintuk dan diteitapkan deingan keiputusan 

DPRD beirdasarkan peirseitujuan Rapat Paripurna seiteilah meindeingar peirtimbangan Badan 

Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRD deingan Alat Keileingkapan DPRD dan/atau 

meimpeirhatikan reincana keirja tahunan DPRD. Jumlah anggota Panitia Khusus diteitapkan 

deingan meimpeirtimbangkan jumlah anggota seitiap komisi yang teirkait dan diseisuaikan deingan 

program/keigiatan seirta keimampuan anggaran DPRD. Anggota Panitia Khusus teirdiri atas 

anggota komisi teirkait yang diusulkan oleih masing-masing Fraksi. Seidangkan pimpinan 

Panitia Khusus teirdiri atas Keitua, Wakil Keitua dan Seikreitaris Panitia Khusus yang dipilih dari 

dan oleih anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleih Pimpinan DPRD.  

Pada peiriodei masa jabatan tahun 2019-2023 teilah banyak peimbahsan yang dibahas ole ih 

Pansus, seibagai upaya me imbeiri jalan keiluar bagi seigeinap keiluh keisah masyarakat Kota Beikasi. 

Pansus DPRD Kota Beikasi tahun 2019 me imbahas me ingeinai Tata teirtib peiraturan daeirah Kota 

Beikasi dan Ei-Goveirnmeint. Lalu, Pansus DPRD Kota Beikasi tahun 2020 me imbahas meingeinai 

peirubahan status hukum badan mitra pe imeirintah, peinyeileingaraan keirjasama peimeirintah 

deingan pihak keitiga, dan pe imbeirdayaan kopeirasi usaha mikro. Se ilanjutnya, Pansus DPRD 

Kota Beikasi tahun 2021 me imbahas meingeinai Peirtanggungjawaban Peilaksanaan Anggaran 

Peindapatan dan Beilanja Daeirah (P2APBD), dan siste im Peimbangunan daeirah. Pansus DPRD 

Kota Beikasi tahun 2022 me imbahas meingeinai peinyeileinggaraan peindidikan peimajuan seini 

budaya. Pada Pansus tahun 2023 atau tahun ini conceirn meimbahas meingeinai peirlindungan 

anak seirta peimbeirdayaan pe ireimpuan.  

Keianggotaan Panitia Khusus (Pansus) dite intukan beirdasarkan pe irtimbangan dan 

peimeirtaan jumlah anggota tiap Frkasi, de ingan jumlah paling banyak 30 orang. Salah satunya 

yaitu, anggota leigislatif dari Fraksi PKS Eika Widyani Latieif. Diseitiap tahun pada masa 
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jabatannya, Eika Widyani Latieif seilalu dipeircayai meingeimban amanah peirwakilan Fraksi untuk 

meinjadi anggota Pansus. Amanah te irseibut guna me injalani tugas untuk me imbahas seitiap 

peirmasalahan masyarakat yang keimudian pada tahapan se ilanjutnya akan dibahas dalam Rapat 

Paripurna. Bahkan pada salah satu Pansus DPRD Kota Be ikasi tahun 2019, beiliau me injadi keitua 

panitia dalam peimbahasan me ingeinai Peincabutan Peirda Nomor 5 Tahun 2015 dan diubah 

meinjadi Peiraturan Wali Kota Beikasi guna dijadikan payung hukum bagi RT dan RW. Beirikut 

di bawah ini me irupakan tabeil peinugasan Eika Widyani Latie if seibagai pansus DPRD Kota 

Beikasi tahun 2019-2023 

Tabel 10 Daftar Penugasan Eka Widyani Latief Sebagai Pansus DPRD Kota Bekasi 

Tahun 2019-2023 

No Usulan Tahun 

1.  Tata Teirtib DPRD Kota Beikasi 

2019 
2.  

Peincabutan Peirda Nomor 5 Tahun 2015 diubah meinjadi 

Peiraturan Wali Kota Beikasi guna dijadikan payung hukum  

bagi RT dan RW 

3. 
Peinyeileinggaraan Keirjasama Peimeirintah Kota Beikasi  

deingan Pihak keitiga 

2020 

4. 
Peinyeileinggaraan Peimbeirdayaan Kopeirasi,Usaha Mikro, 

Keicil dan Meineingah  

5. 
Peincabutan Peirda Kota Beikasi Nomor 10 Tahun 2015  

teintang Leimbaga Peimbeirdayaan Masyarakat Kota Beikasi 

6. 
Peirubahan status badan Hukum Peirusahaan Daeirah Air Minum 

Tirta Patriot Peimeirintah Kota Beikasi 

7. 
Peirubahan Status Badan Hukum Peirusahaan Daeirah Mitra 

Patriot 

8. 
Peirubahan Keidua Atas Peiraturan Daeirah Kota Beikasi Nomor 

15 Tahun 2011 Teintang Peingeilolaan Sampah 

9. 
Sisteim Peireincanaan Peimbangunan Daeirah DPRD  

Kota Beikasi 

2021 
10. 

Kota Ramah Lanjut Usia dan Rapeirda teintang tata cara 

peinyusunan Propeimpeirda 

11. Peingeilolaan Keiuangan Daeirah 

12. 
Peinceigahan peinanggulangan keibakaran dan  

peinyeilamatan 
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No Usulan Tahun 

13. Peinyeileinggaraan Peindidikan 
2022 

14. Peimajuan Seini Budaya Daeirah 

15. 
Peinyeileinggaraan Peimanfaatan Ruang dan Rapeirda  

Jaringan Utilitas 

2023 
16. 

Peingeilolaan Satu Data Daeirah Dan Rapeirda Teintang  

Peingarusutamaan Geindeir 

17. 

Rapeirda teintang Peinyeileinggaraan Keiteinagakeirjaan dan  

Rapeirda teintang Peingeimbangan dan Peimbeirdayaan Teinaga 

Keiseihatan 

Sumbeir: Fraksi PKS DPRD Kota Beikasi 2023 

Beirdasarkan tabeil 4.1 di atas, pe inugasan Eika Widyani Latie if seibagai Pansus DPRD Kota 

Beikasi meiliputi beirbagai bidang ke ihidupan masyarakat. Pada tahun 2019 fokus Pansus 

meiliputi bidang tata te irtib yang diteitapkan di Kota Be ikasi. Pansus tahun 2020 fokusnya 

meiliputi peimbahasan keirjasama peimeirintah deingan badan usaha, maupun mitra. Be iralih, pada 

pansus tahun 2021 fokus pansus me iliputi peimbangunan tata keilola kota be irdasarkan 

Propeimda. Masih dalam lingkup pe imbangunan akan te itapi Pansus tahun 2022 pe imbangunan 

dari seigi peindidikan untuk masyarakat Kota Be ikasi. Beirbeida jauh deingan fokus Pansus tahun-

tahun seibeilumnya, Pansus tahun 2023 meimfokuskan peingurustamaan geindeir seibagai payung 

hukum yang pasti untuk peireimpuan dan anak di Kota Beikasi.  

Seibagai anggota legislatif perempuan dalam pe imbuatan leigislasi, Eika Widyani Latie if 

sangat meindukung untuk se igeira meingeisahkan Peirda meingeinai Peingursutamaan Geindeir. 

Apabila dilihat meilalui peirananya meinjadi anggota Pansus 41 DPRD Kota Be ikasi yang 

meimbahas Rapeirda Peingeilolaan Satu Data Daeirah dan Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir. 

Seidang yang meinjadi fokusnya yaitu, Rapeirda Peingurustamaan Geindeir untuk seigeira disahkan. 

Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir dibuat dalam rangka me injadi strateigi yang dibangun untuk 

meinginteigrasikan peirpeiktif geindeir meinjadi satu dimeinsi inteigral dari peireincanaan, 

peinyusunan, peilaksanaan, peimantauan dan eivaluasi atas keibijakan dan program peimbangunan.  

Peimeirintah teilah meimasukkan PUG dalam proseis peimbangunan yang teircantum pada 

Inpreis Nomor 9 tahun 2000 teintang Peingarusutamaan Geindeir (PUG) dalam peimbangunan 

nasional. Peingarusutamaan geindeir diseileinggarakan deingan meimpeirhatikan peimeinuhan 
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keibutuhan praktis dan strateigis geindeir. Keibutuhan praktis adalah keibutuhan-keibutuhan jangka 

peindeik dan beirkaitan deingan peirbaikan kondisi peireimpuan dan laki-laki guna meinjalankan 

peiran sosial masing-masing seipeirti peirbaikan taraf keihidupan, peilayanan keiseihatan, 

peinyeidiaan lapangan keirja dan peimbeirantasan buta aksara. Seidangkan keibutuhan strateigis 

adalah keibutuhan peireimpuan dan/atau laki-laki yang beirkaitan deingan peirubahan pola reilasi 

geindeir dan peirbaikan posisi peireimpuan dan/atau laki laki seipeirti peirubahan di dalam pola 

peimbagian peiran, peimbagian keirja, keikuasaan dan kontrol teirhadap sumbeidaya eikonomi dan 

peimbangunan. Keibutuhan strateigis beirsifat jangka panjang seipeirti peirubahan hak hukum seirta 

peinghapusan keikeirasan dan diskriminasi di beirbagai bidang keihidupan. Beirangkat dari 

landasan hukum itu E ika Widyani Latieif sangat me indukung peingeisahan Rapeirda 

Peingarusutamaan Geindeir, hal teirseibut disampaikannya dalam wawancara se icara langsung:  

“Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir, harus seigeira disahkan. Seibab untuk 

meineiggakan hak peireimpuan, dalam keiseimpatan yang sama beirsama laki-laki di 

masyarakat. Seirta PUG dapat meiningkatkan akuntabilitas peimeirintah teirhadap 

rakyatnya” (Wawancara deingan Ibu Eika Widyani Latieif, 21 Juni 2023). 

Pada awalnya peiraturan yang me imuat aturan Peingarusutamaan Geindeir di Kota Beikasi 

teilah disahkan meilalui Peiraturan Wali Kota Beikasi Nomor 85 Tahun 2020 Teintang 

Peingarusutamaan Geindeir. Akan teitapi, seibagai peinguat dari aturan me ingeinai 

Peingarusutamaan Geindeir di Kota Beikasi maka peirlu disahkan juga Peiraturan Daeirah (Peirda). 

Oleih kareina itu, masyarakat Kota Be ikasi meindeisak agar Peirda Peingarusutamaan Geindeir di 

Kota Beikasi dapat seigeira disahkan. Dan dalam tahapanya Pe irda teirseibut finalisasi di 

Bapeimpeirda, seikarang dalam tahap peimbahasan pansus 41 DPRD Kota Beikasi.  

Beirdasarkan peimaparan di atas maka dapat dismpulkan bahwa, anggota legislatif 

perempuan Eika Widyani Latie if memiliki peran dalam prumusan kebijakan responsif gender. 

Meilalui peirannya seibagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Be ikasi yang dibuat 

khusus untuk meirancang Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir. Selaras dengan kesimpulan 

tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, menekankan pada 

cara lingkungan sosial dalam membentuk proses perkembangan. Peran tersebut juga 

didefinisikkan sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial 

untuk membuat peraturan sesuai dengan norma yang diterima. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani 

Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. 

Dilakukan dengan menggunakan upaya perannya sebagai bentuk responsifitas gender serta 

peranannya dalam perumusan kebijakan responsif gender. Dalam peran anggota legislatif 

perempuan Eka Widyani Latief sebagai upaya responsif gender merujuk pada teori peran yang 

dikembangkan oleh B.J Biddle, bahwa harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja 

yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Dalam kaitannya peran 

anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 

sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang 

berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief 

berupaya agar program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk keseteraan gender. 

 Serta, peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief sebagai upaya 

perumusan kebijakan yang rsponsif gender. Me ilalui peirannya seibagai anggota Pansus 41 tahun 

2023 DPRD Kota Beikasi yang dibuat khusus untuk me irancang Rapeirda Peingarusutamaan 

Geindeir. Selaras dengan kesimpulan tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan 

oleh B.J Biddle, sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial 

untuk membuat peraturan sesai dengan norma yang diterima. 
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BAB V 

DAMPAK DARI PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI 

LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER                    

PADA PERIODE 2019-2023 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI 

Dalam bab ini akan meinguraikan data dan meinganalisa teimuan teirkait deingan dampak 

dari peirubahan yang teilah dilakukan anggota leigislatif peireimpuan Eika Widyani Latie if pada 

peiriodei 2019-2023. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan 

yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi.  Dampak pada sikap masyarakat Kota Bekasi, 

mengenai peranan yang telah dilakukan Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif 

perempuan sangat beragam sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian yang berbeda 

terhadap satu objek yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang sama. 

Kemudian, dampak tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. 

Tingkah laku juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. Sedangkan, 

dalam pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka terhadap anggota 

parlemen permpuan khususnya mengenai kesetaraan gender. Tingkah laku dan sikap 

merupakan mata rantai yang terjalin dengan hubungan faktor penentu, yaitu motif yang 

mendasari sikap. Damapk ini melihat tingkah laku masyarakat Kota Bekasi sebagai dampak 

dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan yang 

responsif pada periode 2019-2023. 

Serta, dampak pada kebijakan yang dikeluarkan merupakan konsekuensi-konsekuensi 

yang dihasilkan dari serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian 

jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan dampak dari 

kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik perempuan berbeda jauh 

dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda pula bagi masyarakat. Untuk 

lebih jelasnya berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari peran anggota legislatif 

perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 

2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi, yaitu: 
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A. Dampak pada sikap masyarakat 

Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 

individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Walaupun objeknya sama, 

namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi 

oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu 

berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap 

objek. Bahwasanya, sikap logis medahului berbagai macam tindakan, jadi dampak yang 

dihasilkan dari perubahan dapat dianalisis dengan sikap masyarakat sebagai dampak 

dari perubahan tersebut.  

Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek disekitar individu 

memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indra individu, informasi yang 

yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan 

suatu reaksi. Penilaian yang muncul, positif atau negatif dipengaruhi oleh informasi 

sebelumnya, atau pengalaman pribadi individu. Oleh demikian, sikap dapat 

disimpulkan ialah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang 

individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan 

adanya kesadaran terhadap lingkunganya.  

Dampak pada sikap masyarakat Kota Bekasi, mengenai peranan yang telah 

dilakukan Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan sangat beragam 

sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian yang berbeda terhadap satu objek 

yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang sama. Dengan demikian, 

penelitian ini peneliti akan membahas beberapa sikap masyarakat sebagi bentuk 

dampak dari peran yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan. Sikap-sikap 

tersebut yaitu, berubahnya cara pandang masyarakat, turut memberikan aspirasi, dan 

turut melakukan pengawasan pada Eka Widyani Latief sebagai anggota legisatif di Kota 

Bekasi tahun 2019-2023. Pemahaman akan dampak pada sikap tersebut dikemukakan 

beberapa masyarakat Kota Bekasi dalam sebuah wawancara terstruktur yang dilakukan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

“Teirpilihnya Ibu Eika seibagai anggota deiwan di Kota Beikasi ini, saya rasa 

meingubah peimikiran neigatif kami para warga Kota Beikasi. Meingingat, Ibu Eika 
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ini deiwan peireimpuan tapi seilalu beirjuang untuk meilaksanakan apirasi kami para 

warganya tanapa meimandang itu laki-laki atau peireimpuan. Komunikasi yang 

dibangun Ibu Eika deingan kami juga sangat baik. Beiliau, seilalu meinghadiri 

beibeirapa acara sosial yang kami seileinggarakan seipeirti bakti sosial” (Wawancara 

Ibu Zahroh, 16 Juli 2023).  

Senada dengan yang disampaikan Ibu Zahroh, Bapak Hanifan juga semula 

memikirkan bahwa peran politik perempuan dengan stigma yang kurang baik. 

Demikian pemaparan wawancaranya: 

“Awalnya saya beirpikir akan sangat canggung bila deiwan ini peireimpuan. 

Meingingat saya laki-laki dan seibagai keitua RW 33 Mustikajaya ini. tapi teirnyata 

Ibu Eika ini beirhasil meirangkul para steieikholdeir tanpa rasa canggung atau 

meimilih peireimpuan atau laki-laki yang harus didahulukan salah satunya. 

Meimbangun komunikasi yang inteins deingan kami para steieikholdeir seihingga dapat 

beirsama-sama untuk meilakukan dan meinyeijahteirakan masyarakat Kota Beikasi 

ini” (Wawancara Bapak Hanifan se ilaku Keitua RW 33 Keicamatan Mustikajaya, 16 

Juli 2023). 

Beirdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas, me inggarambarkan awalnya 

stigma masyarakat tidak te irlalu baik pada peran peireimpuan dalam leimbaga le igislatif di 

Kota Beikasi. Masyarakat me inganggap mampukah se iorang peireimpuan meindapatkan 

posisi jabatan yang se ilama ini ideial deingan laki-laki, posisi yang seilama ini harus siap 

dan seidia untuk me ilayani masyarakat agar ke ilak keihidupan meireika leibih seijahteira. 

Deingan hadirnya E ika Widyani Latieif sebagai upaya untuk mendorong kebijakan yang 

responsif gender. yang te ilah dilakukannya me imbawa dampak pada sikap me ingubah 

cara pandang masyarakat me ingeinai peireimpuan di leimbaga politik. Tidak hanya 

beirhasil meingubah cara pandang masyarakat Kota Be ikasi, peranan yang te ilah 

dilakukan Eika Widyani Latieif juga dapat beirdampak pada sikap masyarakat yang turut 

meimbeirikan aspirasiranya le iwat beiliau. Meingeinai hal teirseibut beirdasarkan kutipan 

salah satu Keitua RW se ilaku masyarakat, yang me inyampaikan aspirasi pe imbangunan 

seikreitariat kantor RW. 

“Alhamdullilah, beirkat peirjuangan saya, peingurus rw, dan warga RW 12. Kami 

beikeirjasama untuk meinyampaikan aspirasi dalam rangka peimbangunan 

seicreitariat RW, meilalui Ibu Eika teilah meimbuahkan hasil. Teirimakasih pula untuk 

Ibu Eika teilah meimpeirjuangkan aspirasi kami deingan ceipat dan tidak beirteilei-teilei, 

InsyaAllah akan kami peirgunakan seilain seibagai ruang untuk meingurus 

peingadministrasian RW, juga digunakan seibagai teimpat peirteimuan manakala jika 

ada peinyuluhan yang dilakukan Peimda kota maupun non peimda” (Wawancara Ibu 
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Lia Rosalina se ilaku Keitua RW 12 Pe ingasinan Keicamatan Rawalumbu, 16 Juli 

2023).  

Kutipan wawancara di atas me ineigaskan, bahwasanya E ika Widyani Latieif meimbuat 

peranan-peranan se ihingga mampu untuk meinggeirakkan hati masyarakat agar turut 

meinyampaikan aspirasinya me ilalui beiliau. Kantor seikreitariat RW seindiri meirupakan 

fasilitas peinunjang yang beirfungsi untuk meinyeileinggarakan dan meingeimbangkan 

keihidupan eikonomi, sosial dan budaya dalam lingkup RW. Keimudian dampak pada 

sikap masyarakat de ingan beirubahnya cara pandang dan juga turut me inyampaikan 

aspirasinya, tidak hanya sampai disitu. Sikap masyarakat Kota Be ikasi juga turut 

meingawasi jalannya masa jabatan E ika Widyani Latieif agar seisuai deingan visi misi 

beiliau. Hal teirseibut seisuai deingan kutipan salah satu masyarkat Kota Be ikasi: 

“Kp. Cikeitingudik RW 07 Keicamatan Bantargeibang meimnag sanagt riskan 

banjir. Seitalah saya dan beibeirapa warga meinyampaikan aspirasi leiwat Bu Eika, ya 

seilalu ada peiningkatan dari mulai peingeirukkan saluran air agar tidak mampeit, 

tapi beilum bisa nangangin banjir seipeinuhnya. Sampai akhirnya kami dibuatkan 

drainasei baru. Dalam proseis itu saya seilalu meingawasi apakah aspirasi yang saya 

sampaikan dapat teirlaksana deingan baik atau tidak. Tapi Alhamdulillah sangat 

baik dan kami puas” (Wawancara Ibu Humairah, 16 Juli 2023). 

Sesuai dengan kutipan wawancara di atas, sikap masyarakat yang turut serta dalam 

melakukan pengawasan pada Eka Widyani Latief dalam pelaksanaan aspirasi. Sebagai 

bentuk dampak pada sikap masyarakat yang dihasilkan dari peranEka Widyani Latief 

di Kota Bekasi. Sehingga dapat disimpulkan, peran Eka Widyani Latief sebagai anggota 

legislatif perempuan menghasilkan dampak sikap positif bagi masyarakat Kota Bekasi 

yaitu, perubahan cara pandang masyarakat akan perempuan di lembaga politik, sikap 

masyarakat yang turut serta menyampaikan aspirasi-aspirasi yang membangun, dan 

juga sikap masyarakat yang selau mengawasi jalannya pelaksanaan aspirasi yang 

disampaikan melalui Eka Widyani Latief. Kutipan empat wawancara menjelaskan sikap 

positif masyarakat Kota Bekasi dari dampak pada sikap masyarakat atas peranan 

tersebut. 

B. Dampak pada tingkah laku masyarakat 

Dalam KBBI disebutkan bahwa tingkah laku itu sama artinya dengan kelakuan atau 

perbuatan. Tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. Tingkah laku 



82 
 
 

 

 

juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. Sedangkan, dalam 

pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka terhadap anggota 

parlemen permpuan khususnya mengenai kesetaraan gender.  

Tingkah laku dan sikap merupakan mata rantai yang terjalin dengan hubungan 

faktor penentu, yaitu motif yang mendasari sikap. Motif sebagai tenaga pendorong arah 

sikap negatif atau positif akan terlihat dalam tingkah laku nyata (overt behavior) pada 

diri seseorang atau kelompok. Dapat disimpulkan bahwa tingkah laku adalah suatu 

perbuatan atau tindakan seseorang yang nyata dapat dilihat atau bersifat kongkrit, dan 

tanpa melalui pembinaan dalam jiwa terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, melihat 

tingkah laku masyarakat Kota Bekasi sebagai dampak dari peran anggota legislatif 

perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan yang responsif pada 

periode 2019-2023. Temuan data menegnai dampak pada tingkah laku masyarakat 

didapatkan melalui wawancara beberapa masyarakat Kota Bekasi mengenai peran Eka 

Widyani Latief tahun 2019-2023, sebagai berikut: 

“Ibu Eika ini meimiliki karakteir seideirhana, meimpunayi wawasan yang luas, 

ramah juga teirhadap para warga. Meimpunyai seimangat yang luar biasa pula 

untuk meindeingarkan keiluh keisah kami. Beirbagai macam program beiliau yang 

beirmanfaat seilalu saya usahakan untuk meimeiriahkannya, ya seibagai beintuk 

support saya teirhadap beiliau. Agar peireimpuan heibat yang duduk di kursi deiwan 

Kota Beikasi dapat teirus beirusaha seimaksimal mungkin meincapai goals-goals 

meireika” (Wawancara Ibu Eirna, 21 Juli 2023).  

Berdasarkan kutipan wawancara Ibu Erna, beliau memberikan support untuk Eka 

Widyani Latief, sebab cara serta semangat yang beliau miliki untuk melayani 

masyarakat. Hal tersebut, disampaikan pula Bapak Zaenal dalam wawancaranya yang 

mengatakan beliau memberikan support pada Eka Widyani Latief, sebab semangatnya 

untuk memperjuangkan dana kompensasi sampah di daerahnya.  

“Saya sangat support Ibu Eika ini kareina beiliau teilah meipeirjuangkan keinaikan 

dana kompeinsasi sampah alias uang bau untuk masyarakat teirdampak Teimpat 

Peimbuangan Sampah Teirakhir (TPST) di Keicamatan Bantargeibang. Ya untuk 

seilanjutnya saya peircaya dan seilalu meimbeirikan dukungan seibab Ibu Eika ini 

mampu untuk meincari jalan keiluar untuk masalah lainnya yang ada di Kota 

Beikasi” (Wawancara Bapak Zae inal, 21 Juli 2023).  
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Kutipan-kutipan wawancara di atas me injeilaskan bahwasanya, E ika Widyani Latie if 

seibagai anggota le igislatif peireimpuan me ingeinai peranan yang te ilah dilakukannya 

seipeirti meilalui program ke irjanya meimbawa dampak postif pada tingkah laku 

masyarakat Kota Beikasi. Masyarakat beirusaha untuk seilau meinjadi support systeim Eika 

Widyani Latieif, agar te irus beirusaha memaksimalkan pernan te irseibut untuk me incapai 

peimbangunan Kota Be ikasi yang meirata, seirta keiseijahteiraan masyarkat yang 

meiningkat. Keimudian, tingkah laku positif masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari 

masyarakat yang se ilalu meinjadi support systeim teiteipi dapat dilihat juga darri tingkah 

laku masyarakat yang bahkan turut se irta meincalonkan diri seibagai anggota le igislatif 

peireimpuan pada peiriodei seilanjutnya di Kota Beikasi. Meingeinai hal teirseibut dipaparkan 

salah satu masyarakat Kota Be ikasi, beirikut: 

“Saya banyak teirinspirasi dari beiliau, seilain itu saya juga seiring dikasih 

masukkan. Meinurut, beiliau meinjadi peireimpuan ceirdas tidak hanyak untuk lingkup 

keiluarga teiteipi juga lingkungan masyarakat. Hingga saya meimbeiranikan diri 

untuk meimulai karir politik saya deingan meinjadi Keitua BPPK PKS Kota Beikasi. 

Keimudian beirkat support keiluarga, partai, Ibu Eika, saya meincalonkan diri 

seibagai anggota leigislatif peireimpuan dapil IV (Jatiasih, Jati Sampurna). 

Bismillah, seimoga saya bisa meineiruskan jeijak Ibu Eika meinjadi anggota leigislatif 

peireimpeimpuan di Kota Beikasi” (Wawancara Ibu II Marlina, 21 Juli 2023). 

Seisuai peimaparan kutipan wawancara di atas bahwasanya ke iteirwakilan peireimpuan 

di leimbaga leigislatif, be irdampak pada tingkah laku masyarakat untuk me injamin 

keibeirlanjutan keiteirwakilan teirseibut. Prinsip-prinsip rotasi akan teirjamin, dimana posisi 

jabatan peimeirintah akan be irgantan anatara laki-laki deingan peireimpuan. Hal te irseibut 

meinciptakan peiluang-peiluang tuntutan bagi pe irsamaan dan keiseitaraan geindeir di 

leimbaga-leimbaga peimeirintahan. Peiningkatan peirsamaan beirmaksud me imbawa leibih 

banyak peireimpuan kei dalam politik me ilalui dorongan dan deingan meimfasilitasi 

keimampuan me ireika untuk beirkompeitisi dalam beirbagai cara, be irtujuan untuk 

peinyeidiaan wakil-wakil yang poteinsial (Loveinduski, 2008). 

Dapat disimpulkan de ingan meingacu wawancara be irsama beibeirapa masyarakat 

Kota Beikasi me ingeinai dampak pada tingkah laku me ireika. Keiteirwakilan E ika Widyani 

Latieif seibagai anggota le igislatif peireimpuan deingan meilakukan peranan-pernan 

meimbawa dampak positif pada tingkah laku masyarakat Kota Be ikasi seipeirti, tindakan 
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meireika yang me ingarah keipada peimbeirian dukungan pe inuh untuk E ika Widyani Latie if 

agar teirus beirusaha me imakmsimalkan sebagai anggota legislatif perempuan, se irta 

tindakkan salah stau masyarakat yang turut se irta meincalonkan diri se ibagai anggota 

leigislatif peireimpuan di Kota Beikasi kareina teirinpirasi deingan beiliau.  

C. Dampak masyarakat dari keibijakan (subtansi) 

Dampak dari kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dari 

serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari 

permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan 

terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhinya dan melaksanakan (Sari & 

Astrika, 2019). Penelitian mengenai tingkah laku para wakil perempuan di Westminter 

menyebutkna gaya politik perempuan berbeda, dan gaya itu mengikuti gendernya. 

Keterlibatan perempuan dalam politik mengangkat masalah-masalah yang lebih luas 

mengenai hakikat terdalam dari lembaga-lembaga pembuatan keputusan. Dengan 

mengangkat masalah-masalah seperti pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah 

tangga, dan kesempatan yang sama di dalam perdebatan mengenai kebijakan. Merujuk 

pada pendapat Norris dan Lovenduski (1995), para politisi perempuan lebih memilih 

pemecahan masalah, pengembangan kebijakan dan pemerian layanan daripada politik 

konfrontasi. Para wakil parlemen mempunyai gaya politik yang lebih perhatian dan 

kerja sama daripada laki-laki (Lovenduski, 2008). 

Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan dampak 

dari kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik perempuan 

berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda pula bagi 

masyarakat. Dalam pembahasan ini menjelaskan Eka Widyani Latief sebagai anggota 

legislatif perempuan di Kota Bekasi tahun 2019-2023. Dengan pernan yang telah 

dilakukannya menghasilkan kebijakan yang responsif gender ntuk masyarakat Kota 

Bekasi. Melalui wawancara bersama beberapa masyarakat Kota Bekasi dan staff dewan 

DPRD Kota Bekasi sebagai data untuk menjawab dampak dari kebijakan yang 

dihasilkan. Kutipan-kutipan wawancara tersebut sebagai berikut: 

“Tidak adanya Peirda di Kota Beikasi yang khusus meimuat keibijakan meingeinai 

hak-hak peireimpuan dan anak. Seilama ini hanya beirpatokan pada Peirda teintang 
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Geindeir yang lama, yang saya rasa subtansinya beilum dapat meinjawab 

peirmasalahan-peirmasalah peireimpuan dan anak di Kota Beikasi” (Wawancara 

Bapak Abdul Gofur, 21 Juli 2023).  

Senada dengan wawancara yang disampaikan Bapak Abdul Gofur mengenai tidak 

adanya kebijakan khusu di Kota Bekasi yang memuat hak-hak perempuan dan anak. 

Bapak Jamaluddin pula menyampaikan hal yang sama, mengingat pentingnya 

kebijakan tersebut karena di daerahnya Kecamatan Bantar Gebang. Masih banyak 

terdapat ibu dan anak yang kurang sejahtera.  

“Saya rasa peirlunya keibijakan untuk yang jeilas teintang peimbeirdayaan 

peireimpuan, keiseijahteiraan anak. Meingingat di daeirah saya ini peimukiman padat 

peinduduk yang tidak jauh dari TPA Bantargeibang, hingga anak-anak kurang 

seijahteira dan ibu-iu kurang beirdaya. Keimarin saya deingar untuk keibijakan 

peireimpuan dan anak ini ada yang deimo untuk seigeira disahkan, dan seimoga saja 

ceipat untuk seigeira disahkan” (Wawancara Bapak Jamaluddin seilaku Keitua RW 

05 Keicamatan Bantargeibang, 21 Juli 2023). 

Berdasarkan, wawancara Bapak Abdul Gofur dan Bapak Jamuludin. Ibu Rohayati 

menambahkan bahwa perda yang memuat isu-isu perempuan dan anak itu sangat 

penting untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota dengan pembangunan yang baik. 

“Peirda yang subatasninya meimuat isu-isu peireimpuan dan anak saya rasa 

sanagt peinting, agar peimbangunan dapat meinjadikan Kota Beikasi seibagai kota 

ramah teirhadap peireimpuan seirta safei untuk anak-anak” (Wawancara Ibu 

Rohayati, 21 Juli 2023).   

Kutipan-kutipan wawancara di atas me ineirangkan bahwa, masyarakat sangat 

meinunggu peingeisahan keibijakan yang je ilas meingeinai peireimpuan dan anak. 

Peingeisahan Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir digunakan seibagai payung hukum yang 

pasti untuk Peireimpuan dan Anak di Kota Beikasi. Peingarusutamaan geindeir meirupakan 

beintuk keiadilan geindeir dan keiseitaraan geindeir yang peirlu meinjadi peirhatian. Keibijakan 

reisponsif geindeir meinjadi sangat peinting jika dikaitkan deingan peimbeintukkan 

peiraturan, seilain itu beirdasar pada Instruksi Preisidein Nomor. 9 Tahun 2000 yang 

seilanjutnya diseibut INPREiS teintang Peingarusutamaan Geindeir dalam Peimbangunan 

Nasional, beirisi keiteintuan yang meinyatakan bahwa seitiap proseis peimbangunan 

nasional baik yang dijalankan oleih pusat, kabupatein/kota harus direialisasikan deingan 

meingimpleimeintasikan peirspeiktif geindeir. Akan te itapi, Rapeirda ini masih dalam prose is 
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peimbahasan Pansus 41 DPRD Kota Beikasi, hal teirseibut seisuai deingan kutipan 

wawancara beirsama staff deiwan Eika Widyani Latieif di Kota Beikasi seibagai beirikut: 

“Rapeirda peingarusutamaan geindeir sudah dilakukan finalisasi di Bapeimpeirda. 

Seikarang dalam tahap peimbahasan dan dalam Pansus 41. Salah satu anggota 

Pansus 41 yaitu Ibu Eika, jadi beiliau sangat meindukung untuk peingeisahan Rapeirda 

teirseibut. Dan akan teirus beirusaha agar Rapeirda peingarusutamaan geindeir seigeira 

disahkan” (Wawancara Bapak Wiwid, 16 Juli 2023). 

Dapat disimpulkan bahwa, dampak masyarakat dari ke ibijakan yang dike iluarkan 

oleih Eika Widyani Latie if seibagai anggota le igislatif peireimpuan beilum dapat dirasakan 

seiutuhnya. Meingingat, beilum disahkannya Peirda meingeinai Peingurustamaan geindeir di 

Kota Beikasi seibagai landasan formal untuk meineigakkan hak-hak peireimpuan dan laki-

laki atas keiseimpatan yang sama, peingakuan yang sama dan peinghargaan yang sama di 

masyarakat. Peirda Peingurustamaan Geindeir meirupakan peingantar untuk meincapai 

keiseitaraan dan keiadilan geindeir, kareina dapat meiningkatkan akuntabilitas peimeirintah 

teirhadap rakyatnya. Beirkeinaan deingan hal deimikian meinurut kutipan wawancara dari 

salah satu staff DPRD Kota Be ikasi meingungkapkan bahwa, Eika Widyani Latie if 

meilakukan upyanya de ingan meinjadi salah satu anggota Pansus yang me inyusun dan 

meimbahas Rapeirda Peingurustamaan Geindeir di Kota Beikasi, seibagai beintuk dukungan 

agar Rapeirda teirseibut seigeira disahkan. 

 Jika dapat ditarik kesimpulan pada bab ini, menjelaskan mengenai peran anggota 

legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong upaya kebijakan responsif gender. 

Hal tersebut, selaras dengan B.J Biddle yang menjelaskan peran mengacu pada aktor dan norma 

yang menyatakan bahwa dalam tatanan sosial individu menerima peran sebagai komponen 

pokok mengenai diri (self). Peran Eka Widyani Latief sebagai aktor yang ada pada tatanan 

sosial memberikan dampak bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya dalam mendorong upaya 

kebijakan yang responsif gender. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta 

kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan deingan hasil peineilitian teintang “Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka 

Widyani Latief Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada 

Periode 2019-2023”. Maka didapatkan keisimpulan seibagai beirikut: 

1. Peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan 

responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Hal ini, dilakukan melalui 

peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan kebijakan. 

Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota 

Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada 

perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di 

Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program 

kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk keseteraan gender. 

Program keirja te irseibut meingkhsuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

responsif dengan gender. Hal tersebut, dilakukan dalam kegiatan peningkatan 

penyuluhan keluarga berencana, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemenuhan hak-

hak anak. Sedangkan, peran dalam perumusan kebijakan yang responsif gender dapat 

dilihat dari keikutsertaan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief se ibagai 

anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Be ikasi yang dibuat khusus untuk 

meirancang Rapeirda Peingarusutamaan Geindeir. 

2. Dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong 

kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi. 

Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang 

dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak pada sikap masyarakat Kota 

Bekasi, mengenai peranan yang telah dilakukan Eka Widyani Latief sebagai anggota 

legislatif perempuan sangat beragam sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian 

yang berbeda terhadap satu objek yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang 

sama.  
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Kemudian, dampak tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. 

Tingkah laku juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. 

Sedangkan, dalam pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka 

terhadap anggota parlemen permpuan khususnya mengenai kesetaraan gender. Serta, 

dampak pada kebijakan yang dikeluarkan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang 

dihasilkan dari serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian 

jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu 

sendiri. Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan 

dampak dari kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik 

perempuan berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda 

pula bagi masyarakat. 

B. Saran 

Meingacu pada hasil ke isimpulan, peineiliti meirumuskan beibeirapa saran dalam 

peineilitiannya ini diantaranya: 

1. Untuk masyarakat Kota Be ikasi untuk teirus dapat beirpartisipasi dalam 

peimbangunan kota te ircintanya. Peimbangunan yang me ingarah pada ke iseitaraan 

geindeir, seirta ramah te irhadap peireimpuan dan juga anak. Masyarakat Kota Be ikasi 

juga diharapkan mampu me injamin keibeirlanjutan keiteirwakilan pe ireimpuan dalam 

leimbaga-leimbaga peimeirintahan dikotanya teirseibut. 

2. Untuk peineiliti seilanjutnya diharapkan bisa me ingeimbangkan peineilitian ini deingan 

peirmasalahan-peirmasalahan peireimpuan yang le ibih kompleiks baik dalam be intuk 

studi peirubahan yang dilakukan anggota le igislatif peireimpuan maupun keiteirwakilan 

peireimpuan dalam le imbaga peimeirintahan yang ada. Se irta peinggunaan te iori-teiori 

teirbaru seibagai upaya untuk me injabarkan peirmasalahan meilalui teiori.  
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